
 

ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP 

PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG 

TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN 

PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA 

–EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA) 

 

SKRIPSI 

 

Ditulis Untuk Memenuhi 

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum 

 
 

Oleh : 

 

Ananda Yuni An-Nisa Tarigan 

2206200427 
 

 

 

 

 
FAKULTAS HUKUM 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

2026 



 



 



 



 



 



 



 



 

KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh 

 

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha 

pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap 

mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang 

berjudulkan “Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Proses 

Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Terlibat dalam Dinas Militer Asing 

Tanpa izin Presiden (Studi Kasus Satria Arta Kumbara - Ex TNI AL yang 

Menjadi Tentara Rusia)". 

Selesainya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada orang-orang teristimewa: 

1. Terutama terimakasih kepada pintu surgaku, Ibu Sri Rahmayani tercinta dan 

tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan 

penuh cinta yang tulus serta selalu melangitkan doa-doanya demi 

kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan dan 

perkuliahan hingga sampai saat ini. Terimakasih selalu memberikan yang 

terbaik untuk penulis. 

2. Terimakasih kepada cinta pertamaku, ayah M.Yusuf Tarigan yang tercinta 

dan tersayang terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan yang layak bagi 

penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan 

i 



 

sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi 

dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini 

hingga akhir. Dan terimakasih untuk segala pengorbanan yang dilalui untuk 

penulis bisa sampai dititik sekarang. 

3. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan 

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program 

Sarjana ini. 

4. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H 

dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. 

5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

diucapkan kepada Bapak Dr. R. Juli Moertiono S..H.,M.kn.M.H. selaku 

Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan 

dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. 

6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian 

Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmu yang sangat 

bermanfaat. 

7. Terimakasih yang kepada nenek tercinta, Hj. Paridah, yang sejak kecil telah 

dengan penuh kasih sayang menjaga, membimbing, dan membantu mengurus 

 

ii 



 

saya dalam setiap tahap kehidupan. Perhatian, ketulusan, serta doa beliau 

telah menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Terima kasih yang terdalam kepada Bunda Raida, sosok yang selalu 

menjadi sumber kekuatan dan cahaya dalam hidup penulis. Terima kasih 

atas kesabaran, kasih sayang, serta doa-doa yang senantiasa mengiringi 

setiap perjalanan penulis. Semoga setiap kebaikan Bunda kembali dalam 

bentuk kebahagiaan yang tak pernah putus. 

9. Terimakasih kepada sahabat penulis Radinda Sufina Syf, Rizki Aulia atas 

perjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir. Serta dedikasinya telah 

membersamai penulis hingga detik ini dan berjuang bersama-sama dalam 

keadaan sulit maupun senang. 

10. Terimakasih kepada seluruh teman dikelas I1, K1 dan teman-teman Fakultas 

Hukum lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada 

maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu 

disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. 

11. Terimakasih kepada sahabat yang penulis kenal sejak masa kanak-kanak 

Nazwa Syahputri, Putri Fadhillah Ramdhani, Lola Rizky karena sudah 

selalu bersedia menemani penulis disetiap prosesnya. Terimakasih untuk 

segala dukungan hingga penulis mencapai gelar sarjana. 

12. Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu namanya, terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang 

senantiasa diberikan kepada penulis. 

 

iii 



 

13. Terimakasih kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, 

Gilang Wahyu Maulana, yang telah menjadi salah satu bagian dari proses 

perjalanan penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih selalu 

membersamai penulis dari semester 1 hingga detik ini. 

14. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri,  Ananda Yuni 

An-Nisa Terimakasih selalu  berjuang,  bertahan dan  mencoba  hal- 

hal baru, Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit 

apapun yang sedang dijalanin. Terimakasih untuk selalu kuat sampai 

kapanpun. Terusla menjadi bunga yang mekar dan indah di manapun 

berada, serta membawa kebahagian untuk sekitarnya. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. 

Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang 

membacanya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

Medan, 18 Januari 2026 

 

Hormat Saya, Penulis 

 

 

 

 

Ananda Yuni An-Nisa Tarigan 

2206200427 
 

 

 

 

 

 

 

iv 



 

ABSTRAK 

 
 

Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Proses Kehilangan 

Kewarganegaraan WNI yang Terlibat dalam Dinas Militer Asing Tanpa izin 

Presiden (Studi Kasus Satria Arta Kumbara - Ex TNI AL yang Menjadi 

Tentara Rusia)" 

 
 

Ananda Yuni An-Nisa Tarigan 

NPM.2206200427 

 

Kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap individu yang wajib dijamin 

dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, status kewarganegaraan dapat 

hilang apabila warga negara melakukan perbuatan tertentu sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan kehilangan 

kewarganegaraan adalah apabila Warga Negara Indonesia (WNI) masuk dalam 

dinas militer asing tanpa izin Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf D 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum 

mengenai kehilangan kewarganegaraan WNI yang terlibat dalam dinas militer 

asing tanpa izin, dampak kehilangan kewarganegaraan terhadap pemenuhan hak- 

hak dasar individu serta keluarganya, serta penerapan ketentuan hukum militer 

dalam proses kehilangan kewarganegaraan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif 

analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu 

kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota TNI Angkatan Laut yang bergabung 

dengan militer Rusia. 

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kehilangan 

kewarganegaraan terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang, 

namun dalam praktik masih ditemukan kendala administratif, terutama terkait 

koordinasi antarinstansi dan kepastian prosedur pencatatan kehilangan 

kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum 

administrasi negara agar proses kehilangan kewarganegaraan dapat berjalan 

secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum. 

 

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Kehilangan Kewarganegaraan, 

Warga Negara Indonesia, Dinas Militer Asing, Izin Presiden. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Salah satu hak yang yang harus dipenuhi negara terhadap warga negaranya 

adalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang me lnjadi hak 

dasar wlarga Nelgara yang harus dipe lnuhi, dihargai, dihormati, dan dilindungi olel h 

ne lgara. Indonelsia tellah melngatur blahwla status kelwlarganelgaraan melrupakan hak 

dasar seltiap orang pada Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubllik Indone lsia 1945 

yang se llanjutnya diselblut UUD 1945 Pasal 28 D ayat (4). Kelwlarganelgaraan 

melrupakan suatu masalah yang sangat pelnting blagi hidup selselorang karelna 

melnyangkut kelhidupan selhari-hari se lselorang dalam lapangan hukum publlik dan 

lapangan hukum privat.1 

Pelrmasalahan telrkait kelwlargane lgaraan dan hak asasi manusia blagi individu 

tanpa kelwlargane lgaraan adalah isu yang rumit dan me lndelsak di tingkat globlal. 

Melrelka yang tidak melmiliki ke lwlargane lgaraan adalah orang-orang yang tidak 

diakui selblagai w larga ne lgara olelh suatu nelgara, selhingga telrasing dari sistel m 

hukum dan sosial. Ke ltidakadaan kelwlarganelgaraan me lngakiblatkan melrelka tidak 

dapat melngaksels layanan publlik selrta pelrlindungan hukum yang melmadai. Hal 

ini se lring melnyelblablkan pelmblatasan telrhadap hak-hak dasar, selpelrti hak atas 

idelntitas dan aksels. 

 

 

 

 

 

1 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1957, Pelajaran Hukum Indonesia – 

Celtakan 3, Gunung Agung, Jakarta, hlm.9. 
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Ke ltidakmampuan untuk melmastikan idelntifikasi yang sah selmakin 

melmpe lrparah masalah ini dan melningkatkan tantangan dalam me lmpelrolel h 

pelrlindungan hukum selrta keladilan. Dalam kelrangka hukum intelrnasional, 

Konve lnsi 1954 telntang Status Orang Tanpa Kelwlarganelgaraan dan Konvelnsi 

1961 telntang Pelngurangan Ke lwlargane lgaraan melrupakan dokumeln krusial yang 

blelrtujuan untuk melmblelrikan pelrlindungan hukum blagi individu-individu yang 

tidak melmiliki ke lwlargane lgaraan. Konve lnsi 1954 melnjellaskan hak-hak dasar 

blagi orang tanpa kelwlarganelgaraan, selpelrti hak untuk tinggal, pelluang kelrja, dan 

pelrlindungan hukum. Di samping itu, Konvelnsi 1961 blelrusaha untuk melnce lgah 

pelncablutan kelwlarganelgaraan selcara selpihak dan me lnangani masalah 

kelwlarganelgaraan delmi me lrelduksi angka orang yang tidak melmiliki 

kelwlarganelgaraan. WLalaupun ke ldua pelrjanjian ini dile lngkapi delngan kelrangka 

hukum yang solid, pellaksanaannya selring kali melngalami ble lragam hamblatan, 

telrmasuk masalah dalam pelne lrapan lokal dan keltelrblatasan sumblelr daya di 

ne lgara-ne lgara yang telrliblat. Pelnellitian yang dilakukan dalam blelblelrapa tahun 

telrakhir melnunjukkan blahw la me lskipun telrdapat kelmajuan dalam kelsadaran 

globlal me lngelnai masalah kelwlarganelgaraan, blanyak individu tanpa 

kelwlarganelgaraan masih melngalami tantangan ble lrat. 

Seljak tahun 2022, data dari UNHCR melnunjukkan adanya pelningkatan 

populasi orang tanpa kelwlargane lgaraan di blelblelrapa wlilayah konflik dan ne lgara 

delngan sistelm hukum yang le lmah. Sellain itu, kajian telrblaru melngindikasikan 

blahwla ke lblijakan nasional kadang-kadang tidak dapat me lmelnuhi standar 

intelrnasional dan upaya pelnelgakan hukum yang ada kurang me lmadai. Situasi ini 
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melnggamblarkan adanya jurang antara prinsip-prinsip hukum inte lrnasional dan 

relalitas yang dialami olelh blanyak orang tanpa kelwlarganelgaraan. Olelh karelna itu, 

tujuan pelne llitian ini adalah untuk melngelvaluasi elfe lktivitas pelrlindungan hukum 

blagi individu-individu tanpa kelwlargane lgaraan delngan melnganalisis kondisi 

pellaksanaan pelrjanjian intelrnasional se lrta kelblijakan nasional yang rellelvan. 

Delngan melnelrapkan pelndelkatan analisis kualitatif yang melncakup tinjauan 

dokumeln hukum, studi kasus, dan laporan telrkini, pe lnellitian ini akan 

melmblelrikan wlaw lasan yang lelblih me lndalam melnge lnai tantangan yang dihadapi 

olelh para tanpa kelwlarganelgaraan selrta melnyajikan relkomelndasi untuk pelrblaikan 

kelblijakan di tingkat intelrnasional dan nasional. 

Ke lwlargane lgaraan adalah hak asasi yang melmblelrikan selselorang status 

hukum dan kelselmpatan untuk melmpelrolelh ble lrblagai hak selrta pelrlindungan dari 

ne lgara. Namun, individu yang tidak me lmiliki kelwlarganelgaraan selring kali 

melngalami pellanggaran yang se lrius telrhadap hak-hak dasar melre lka. Selblagai 

contoh, me lrelka mungkin tidak me lmiliki aksels yang melmadai telrhadap layanan 

kelselhatan, pelndidikan, dan pelkelrjaan, selrta selring kali me lnghadapi diskriminasi 

dan pelngucilan dalam masyarakat. 

WLarga Nelgara Indone lsia (WLNI) yang se lcara sukarella blelrgablung delngan 

dinas militelr ne lgara asing tanpa pelrseltujuan dari Prelsideln Re lpubllik Indone lsia 

dapat melnghadapi konselkuelnsi selrius, salah satunya adalah kelhilangan status 

kelwlarganelgaraannya. Kasus ini melnjadi rellelvan, telrutama saat melnghadapi 

dinamika gelopolitik globlal yang kian komplelks. Contoh konkrelt dari 

pelrmasalahan ini adalah kasus Satria Arta Kumblara, selorang mantan anggota TNI 
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Angkatan Laut yang dikeltahui ble lrgablung melnjadi telntara Rusia. Tindakan ini 

melnimblulkan blelrblagai pelrtanyaan hukum, khususnya telrkait delngan blagaimana 

ne lgara mellalui aparat administrasi nelgara me lnelrapkan sanksi hukum blelrupa 

pelncablutan ke lwlargane lgaraan. Ke lhilangan status selblagai WLNI blukan hanya 

blelrdampak pada individu yang blelrsangkutan, teltapi juga pada aspelk kelamanan 

nasional dan kedaulatan negara.2 Oleh karena itu, penting untuk menganalisis 

landasan hukum dan proseldur administratif yang blelrlaku dalam me lnangani kasus 

selmacam ini. 

Lahirnya UU Kelwlarganelgaraan blelrtujuan mellaksanakan kelwlajiblan 

ne lgara untuk melmble lrikan pelrlindungan telrhadap wlarga nelgaranya, blaik di dalam 

maupun di luar nelgelri telrmasuk blagi yang kelhilangan kelwlarganelgaraan. Status 

kelwlarganelgaraan melrupakan hal yang telrpelnting blagi seltiap wlarga nelgara dalam 

melnjalankan kelhidupan selblagai selorang wlarga ne lgara untuk melmiliki hak dan 

kewajibanya terhadap Negara.3 Negara memberikan perlindungan bagi warga 

ne lgaranya se lsuai keltelntuan yang blelrlaku. WLarga ne lgara tidak melndapatkan 

pelrlindungan dari nelgara akiblat kelhilangan status wlarga nelgaranya apablila 

mellakukan hal-hal telrtelntu. Hal ini selblagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telntang kelwlarganelgaraan selrta telrdapat 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 21 Tahun 2022 adalah telntang Pelrublahan Atas 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 2 Tahun 2007 Telntang Tata Cara Melmpelrolelh, 

Ke lhilangan, Pelmblatalan, dan Melmpe lrole lh Kelmbl  ali Ke lwlargane lgaraan Relpubllik 

 

2 Gaffar, A., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2018), 

hlm. 78. 
l l  l  l 

3 Koeniatmanto Soeprawiro, armonesia, Saka: PT Gramedia Restargagan, 1996. dan 
l l l l l l 

Kelimigrasian. 
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Indonelsia. BLelrdasarkan aturan telrselblut, maka selsorang wlarga ne lgara Indone lsia 

dapat kelhilangan status wlarga nelgaranya apablila telrblukti melmiliki status wlarga 

ne lgara ganda. Diselblablkan nelgara Indonelsia tidak me lngelnal adanya sistelm 

kelwlarganelgaraan ganda. Hal ini me lmpelrkuat blahw la ne lgara Indonelsia selndiri 

hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan.4 

Pelrmasalahan ini melncuat kel pelrmukaan karelna adanya keltidakje llasan 

dalam pelnelrapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telntang 

Ke lwlargane lgaraan Relpubllik Indonelsia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 telntang Telntara Nasional Indone lsia. Kasus Satria Arta Kumblara melnjadi 

studi kasus yang melnarik karelna me lliblatkan se lorang mantan prajurit TNI, yang 

selharusnya melmahami bleltul pelraturan yang blelrlaku. Data dan fakta 

melnunjukkan blahwla kelputusan untuk blelrgablung delngan milite lr asing tanpa izin 

melrupakan pellanggaran selrius telrhadap pasal-pasal dalam undang-undang 

tersebut. Secara spesifik, Pasal 23 huruf D UU No. 12 Tahun 20065 menegaskan 

blahwla WLNI dapat kelhilangan kelw larganelgaraannya jika selcara sukarella masuk 

dinas telntara asing tanpa izin telrtulis dari Prelsideln. Fakta lapangan melnunjukkan 

blahwla prosels administratif untuk melncablut kelwlarganelgaraan ini se lring kali 

tidak transparan dan melmakan wlaktu, selhingga me lnimblulkan keltidakpastian 

hukum.6 

 
 

4 Supriyadi Arief, Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam 
Pelrspelktif Hak Asasi Manusia Dan Nelgara Seljahtelra , Jurnal Sasi, Vol. 26 No. 4 2020). 

5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonelsia, Lelmblaran Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 2006 Nomor 62, Tamblahan Lelmblaran 

Nelgara Relpubllik Indonelsia Nomor 4634. 
6 Yovita. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Kewarganegaraan Bagi WNI Yang 

BLelrgablung Delngan Kellompok Telroris Asing," Jurnal Hukum Administrasi Nelgara, Vol. 7, No. 2, 

hlm. 125. 
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Sellain itu, pelran aparat administrasi nelgara selpelrti Kelmelntelrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Kelme lnkumham) dan Kelmelntelrian Pelrtahanan melnjadi 

krusial dalam melnindaklanjuti kasus ini. Melkanisme l koordinasi antarinstansi 

dalam prosels ve lrifikasi dan pelncablutan kelwlargane lgaraan pelrlu dielvaluasi. Data 

dari blelrblagai sumblelr melnunjukkan blahwla selring telrjadi kelndala dalam 

pelrtukaran informasi antar instansi, yang blelrdampak pada lamblatnya pelnelgakan 

hukum. Kurangnya pelmahaman publlik dan blahkan aparat telrkait melnge lnai 

proseldur yang harus ditelmpuh juga melnjadi hamblatan. Kasus-kasus selrupa di 

masa lalu, me lskipun tidak sellalu telrelkspos, melngindikasikan blahwla ada cellah 

hukum dan proseldural yang harus ditangani selcara sistelmatis agar pelnelgakan 

hukum dapat blelrjalan elfelktif. 

Pelrmasalahan ini selmakin komplelks karelna melliblatkan aspelk hukum 

militelr. Melskipun status Satria Arta Kumblara sudah blukan lagi prajurit aktif, 

tindakan yang dilakukannya masih blisa dianalisis dari pelrspelktif hukum militelr 

karelna ia melrupakan mantan anggota TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang TNI mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi anggota TNI,7 

yang mana dapat melnjadi landasan untuk melnellusuri akar pelrmasalahan. 

BLelrblagai studi kasus dan analisis hukum melnunjukkan blahw la pellanggaran 

telrhadap eltika dan sumpah prajurit dapat melnjadi pelrtimblangan dalam prosels 

administratif pelncablutan kelwlarganelgaraan, melskipun tidak selcara langsung 

diselblutkan  selblagai  pelnyelblabl kelhilangan  kelwlarganelgaraan  dalam  UU 

Kelwlarganelgaraan. 
 

7 Indonelsia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telntang Telntara Nasional Indonelsia, 

Lelmblaran Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 2004 Nomor 127, Tamblahan Lelmblaran Nelgara 

Relpubllik Indonelsia Nomor 4438. 
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Prelside ln blelrw lelnang melngablulkan atau melnolak pe lrmohonan 

pelwlarganelgaraan. Pelngablulan pelrmohonan pelwlarganelgaraan diteltapkan olelh 

Prelside ln delngan Kelputusan Prelsideln. Ke lputusan Prelsideln diteltapkan paling 

lamblat 3 (tiga) blulan telrhitung se ljak pelrmohonan ditelrima olelh Melntelri dan 

dible lritahukan kelpada pelmohon paling lamblat 14 (elmpat blellas) hari telrhitung 

seljak Kelputusan Prelsideln diteltapkan. Adapun me lngelnai pelnolakan pelrmohonan 

pelwlarganelgaraan harus diselrtai alasan dan dible lritahukan olelh Melntelri ke lpada 

yang ble lrsangkutan paling lamblat 3 (tiga) blulan telrhitung seljak tanggal 

pelrmohonan ditelrima olelh Melntelri. Apablila pelrmohonan Pelmohon dikablulkan 

olelh Prelsideln, pelmohon blelrkelw lajiblan melnge lmblalikan surat kelimigrasian kel 

kantor imigrasi.8 

Pelnellitian-pelnellitian se ljelnis, selpelrti analisis telntang kelhilangan 

kelwlarganelgaraan blagi WLNI yang ble lrgablung delngan organisasi telroris asing, 

melnunjukkan blahwla kelblelradaan relgulasi yang jellas dan koordinasi yang blaik 

antarinstansi sangat vital dalam me lnangani isu-isu selnsitif telrkait 

kewarganegaraan.9 Studi-studi tersebut merekomendasikan adanya revisi 

telrhadap proseldur administratif dan pelne lgasan wle lwle lnang masing-masing 

lelmblaga. Telmuan ini selcara tidak langsung melngindikasikan blahwla pelne llitian 

melngelnai kasus Satria Arta Kumblara dapat melmble lrikan kontriblusi signifikan 

dalam melrumuskan solusi, misalnya delngan melngusulkan pelrblaikan proseldur 

 

8 M. Beni Kurniawan. Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan 

Indonelsia Telrhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pelmelrintahan yang BLaik (Thel 

Application of Discreltion in Granting thel Status of Indonelsian Nationality to Archandra Thahar 

Vielwleld From Thel Principlel of Good Govelrnancel). Jurnal Pelnellitian Hukum DEL JUREL, ISSN 

1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 149 – 162. hlm. 153-154. 
9 Arifin, S. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi W NI yang Kehilangan Kewarganegaraan 

Akiblat BLelrgablung delngan Militelr Asing," Jurnal Administrasi Nelgara, Vol. 10, No. 1, hlm. 55. 
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hukum administrasi nelgara agar prosels pelncablutan kelwlarganelgaraan me lnjadi 

lelblih elfe lktif dan transparan, selrta melmblelrikan kelpastian hukum blagi selmua 

pihak. 

Delngan me lmpelrtimblangkan komple lksitas kasus ini, mulai dari isu hukum 

kelwlarganelgaraan, pelran aparat administrasi nelgara, hingga implikasi hukum 

militelrnya, maka dipelrlukan se lbluah pe lnellitian melndalam. Analisis hukum 

administrasi nelgara telrhadap kasus Satria Arta Kumblara diharapkan dapat 

melmblelrikan pelmahaman komprelhelnsif me lngelnai cellah hukum dan proseldural 

yang ada. Hasil pelne llitian ini diharapkan dapat melnjadi rujukan blagi pelmelrintah 

dan pelmbluat kelblijakan untuk melnye lmpurnakan relgulasi dan proseldur yang 

blelrlaku, selhingga pelnelgakan hukum telrhadap kasus selrupa di masa melndatang 

dapat blelrjalan delngan lelblih blaik, elfelktif, dan adil. 

Hadist Riw layat BLukhari dan Muslim Telntang BLelndelra Pelngkhianatan: 
 

  وا َ    ل  ل '̧  ك    ر „  د ̧  غا 

 ء 

  و َ  

 م َ  

  مَ     يا َ    ق ̧  ل َ    ا 

 ل  ة، ¸

  غد   ذ ̧  ه  ا ق  ي    ه̧ 

 رة  َ  

ل َ    ف    ن „  َ 

 

"Seltiap pelngkhianat (orang yang ingkar janji/blelrbluat curang) akan melmiliki 

blelndelra di hari kiamat, dikatakan: 'Ini adalah pelngkhianatan si fulan'.” 

Delngan delmikian BLelrdasarkan latar blellakang yang tellah diuraikan diatas, Maka 

pelnulis telrtarik melngangkat delngan judul: “Analisis Hukum Administrasi 

Negara Terhadap Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI Yang Terlibat 

Dalam Dinas Militer Asing Tanpa Izin Presiden (Studi Kasus Satria Arta 

Kumbara–Ex TNI AL Yang Menjadi Tentara Rusia)”. 
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1. Rumusan Masalah 

 

BLelrdasarkan uraian di atas dapat ditarik blelble lrapa pelrmasalahan yang akan 

melnjadi pe lmblahasan dari pelne llitian pelnulis, adapun pelrmasalahan dari 

pelnellitian ini yaitu: 

a) BLagaimana pelngaturan hukum soal kelhilangan kelwlarganelgaraan WLNI yang 

ikut militelr asing tanpa izin? 

b) BLagaimana dampak kelhilangan kelw larganelgaraan WLNI telrhadap pelmelnuhan 

hak-hak dasar individu selrta kelluarganya? 

c) BLagaimana pelnelrapan undang-undang militelr dalam prosels kelhilangan 

kelwlarganelgaraan WLNI ikut dinas militelr asing tanpa izin? 

2. Tujuan Penelitian 

 

a) Untuk me lnjellaskan pelngaturan hukum soal kelhilangan kelwlarganelgaraan 

WLNI yang ikut militelr asing tanpa izin. 

b) Untuk melngeltahui dampak kelhilangan kelw largane lgaraan WLNI telrhadap 

pelmelnuhan hak-hak dasar individu selrta kelluarganya. 

c) Untuk melngeltahui pelnelrapan undang-undang militelr dalam prosels 

kelhilangan kelwlargane lgaraan WLNI ikut dinas militelr asing tanpa izin. 

3. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat pelnellitian diuraikan dalam dua pelrspelktif, yaitu selcara teloritis 

blelrmanfaat blagi pelngelmblangan ilmu hukum dan selcara praktis blelrmanfaat blagi 

kelpelntingan pelmblangunan Nelgara dan masyarakat. 



10 
 

 

 

 

 

 

1. Selcara Teloritis 

 

Pelnellitian ini melmblelrikan kontriblusi blagi pelnge lmblangan ilmu hukum, 

khususnya hukum administrasi ne lgara dan hukum kelwlarganelgaraan di 

Indonelsia. Delngan melnganalisis se lcara melndalam prosels kelhilangan 

kelwlarganelgaraan WLNI yang telrliblat dalam dinas milite lr asing tanpa izin 

Prelside ln, pelnellitian ini akan melmpe lrkaya kajian akadelmik melngelnai 

implelme lntasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telntang 

Ke lwlargane lgaraan selrta Pelraturan Pelme lrintah Nomor 21 Tahun 2022 adalah 

telntang Pelrublahan Atas Pelraturan Pelmelrintah Nomor 2 Tahun 2007 Telntang 

Tata Cara Melmpelrolelh, Kelhilangan, Pelmblatalan, dan Melmpelrolelh Kelmblali 

Ke lwlargane lgaraan Relpubllik Indonelsia.. Sellain itu, hasil pelnellitian ini dapat 

melnjadi relfelrelnsi dan kajian telori blagi para akadelmisi dan pe lnelliti hukum 

dalam melmahami me lkanisme l dan implikasi hukum administrasi nelgara 

dalam kasus kelhilangan status kelwlarganelgaraan. 

2. Selcara Praktis 

 

Pelnellitian ini blelrmanfaat selcara praktis blagi pelmelrintah dan masyarakat, 

khususnya telrkait tata kellola administrasi nelgara dalam pelngellolaan 

kelwlarganelgaraan. Hasil pe lnellitian dapat me lnjadi blahan pelrtimblangan blagi 

instansi telrkait, telrmasuk Kelmelntelrian Hukum dan HAM, dalam melnyusun 

kelblijakan dan proseldur hukum yang le lblih elfe lktif dan adil dalam melnangani 

kasus kelhilangan ke lwlarganelgaraan akiblat keltelrliblatan WLNI dalam militelr 

asing tanpa izin Prelsideln. Sellain itu, pelnellitian ini juga dapat me lningkatkan 

kelsadaran masyarakat me lngelnai konselkuelnsi hukum dari blelrgablung delngan 
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dinas milite lr asing tanpa izin, selhingga dapat me lmpelrkuat sistelm pelrtahanan 

dan keldaulatan ne lgara mellalui pelnelrapan hukum yang telpat. 

B. Definisi Operasional 

 

Delfinisi opelrasional atau kelrangka konse lp adalah kelrangka yang 

melnggamblarkan hublungan antara delfinisi-delfinisi/konselp-konse lp khusus yang 

akan ditelliti. “Analisis Hukum Administrasi Nelgara Telrhadap Prosels Kelhilangan 

Ke lwlargane lgaraan WLNI Yang Telrliblat Dalam Dinas Militelr Asing Tanpa Izin 

Prelside ln (Studi Kasus Satria Arta Kumblara–ELx TNI AL Yang Melnjadi Telntara 

Rusia)”. Maka delfinisi opelrasional dalam pelne llitian ini adalah: 

1. Hukum Administrasi Nelgara adalah melrujuk pada cablang ilmu hukum yang 

melngatur telntang tindakan dan kelwlelnangan pelmelrintah dalam melnjalankan 

tugasnya. Dalam kontelks ini, hukum administrasi ne lgara blelrpelran selblagai 

landasan untuk me lnganalisis proseldur dan kelputusan yang diamblil olelh 

ne lgara, khususnya Kelme lntelrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kelme lnkumham), telrkait status kelwlargane lgaraan individu. 

2. Prosels Kelhilangan Kelw larganelgaraan adalah melngacu pada selrangkaian 

tahapan dan proseldur hukum yang harus dilalui olelh pelme lrintah Indone lsia 

untuk melncablut status WLNI dari selse lorang. Prosels ini me lliblatkan 

pelnyellidikan, velrifikasi, dan pelne ltapan me llalui Surat Kelputusan Melntelri 

(SK Melntelri), yang blelrdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 telntang Kelwlarganelgaraan Re lpubllik Indonelsia. 



12 
 

 

 

 

 

 

3. WLarga Nelgara Indone lsia (WLNI) adalah se lse lorang yang selcara sah diakui 

selblagai wlarga ne lgara Relpubllik Indonelsia blelrdasarkan Undang-Undang 

Kelwlarganelgaraan. 

4. Dinas Milite lr Asing adalah aktivitas atau pelkelrjaan selblagai anggota 

angkatan blelrselnjata suatu nelgara asing. Dalam kasus ini, yang dimaksud 

adalah Satria Arta Kumblara yang ble lrgablung delngan milite lr Rusia. 

5. Izin Prelsideln adalah melrujuk pada tindakan atau kelputusan yang diamblil 

tanpa pelrseltujuan relsmi dari pre lsideln suatu nelgara. 

C. Keaslian Penelitian 

 

Pelrmasalahan me lngelnai kelhilangan kelwlarganelgaraan WLarga Nelgara 

Indonelsia (WLNI) akiblat telrliblat dalam dinas militelr asing blukanlah isu yang 

selpelnuhnya blaru. BLelblelrapa pelnellitian selblellumnya tellah melmblahas melnge lnai 

hilangnya status WLNI, selpelrti kasus dwlikelwlarganelgaraan atau keltelrliblatan 

dalam organisasi non-nelgara (ISIS). Namun, blelrdasarkan pelnellusuran blahan 

kelpustakaan di lingkungan Univelrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara dan 

pelrguruan tinggi lainnya, tidak ditelmukan pelnellitian yang selcara khusus 

melnellaah Prosels Kelhilangan Kelwlarganelgaraan WLNI yang Telrliblat dalam Dinas 

Milite lr Asing Tanpa izin Prelside ln, selpelrti yang me lnjadi fokus pelnellitian ini 

delngan judul “Analisis Hukum Administrasi Nelgara telrhadap Prosels Ke lhilangan 

Kelwlarganelgaraan WLNI yang Telrliblat dalam Dinas Militelr Asing Tanpa zin 

Prelsideln (Studi Kasus Satria Arta Kumblara - ELx TNI AL yang Melnjadi Telntara 

Rusia)" 

BLelrdasarkan tellaah pustaka, pelnellitian ini blelrsifat original/asli blaik dari aspelk 
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sublstansi, fokus pelmblahasan, maupun kelsimpulan pelne llitian selblellumnya. 

Telrdapat blelblelrapa pelne llitian yang hampir melndelkati topik ini, antara lain: 

1. Relza Adhitiya Akblar, Fakultas Hukum, 2021, mellakukan pelne llitian delngan judul 

“Pelncablutan Kelwlarganelgaraan Telntara ISIS Yang Akan Kelmblali Kel 

Indonelsia”. Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan yuridis normatif dan 

melmblahas hukum WLarga Nelgara Indonelsia (WLNI) yang blelrgablung delngan ISIS 

dan ke lwlajiblan Pelmelrintah Indone lsia untuk mellindungi melrelka. Diskusi 

utamanya blelrpusat pada apakah tindakan telrselblut dapat me lngakiblatkan 

kelhilangan kelwlarganelgaraan ble lrdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 (masuk dinas telntara asing). 

2. WLira Kurniaw lan, Fakultas Hukum, 2021, mellakukan pelnellitian delngan judul 

“Tinjauan Yuridis Telntang Hilangnya Kelwlarganelgaraan Indonelsia BLelrdasarkan 

Pelraturan Pe lrundang-undangan” Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan 

yuridis normatif dan melmblahas Pelngaturan kelhilangan status kelwlarganelgaraan 

dalam hukum kelwlarganelgaraan Indone lsia telrblagi me lnjadi 4 (elmpat) cara yakni 

kelhilangan delngan selndirinya, pelrmohonan, pelrkawlinan dan pelmblatalan. 

Pelngaturan kelhilangan status kelwlarganelgaraan Indonelsia dalam hukum 

kelwlarganelgaraan Indonelsia masih me lnimblulkan pelrsoalan dalam praktiknya 

khususnya dalam pelngaturan kelhilangan status kelwlargane lgaraan delngan 

selndirinya. 

3. Chellse la Chelsy, Fakultas Hukum, 2020, mellakukan pelnellitian blelrjudul 

“Pelmblelrian Kelwlarganelgaraan Indonelsia Telrhadap Arcandra Tahar Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Telntang Kelwlarganelgaraan Relpubllik 
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Indonelsia” Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan yuridis normatif dan 

melmblahas telrkait pelrmasalahan dwli kelw larganelgaraan Arcandra Tahar yang 

pada saat blelblelrapaa wlaktu yang lalu diangkat melnjadi Melntelri ELSDM kelmudian 

dible lrhelntikan akiblat pelrmasalahan divi ke lwlarganelgaraan. 

Selcara konstruktif, pelnellitian delngan judul “Analisis Hukum Administrasi 

Nelgara Telrhadap Prosels Kelhilangan Kelwlarganelgaraan WLNI Yang Telrliblat 

Dalam Dinas Militelr Asing Tanpa Izin Prelsideln (Studi Kasus Satria Arta 

Kumblara–ELx TNI AL Yang Melnjadi Telntara Rusia)” blelrblelda delngan pelnellitian 

telrdahulu, blaik dari selgi judul, pelrmasalahan, maupun hasil dan pelmblahasan, 

karelna me lnelkankan aspe lk Hukum Administrasi Nelgara (HAN) yang telrpusat 

pada proseldur dan me lkanisme l pelncatatan hilangnya kelw larganelgaraan. 

D. Metode Penelitian 

 

Meltodel pelnellitian melrupakan selrangkaian kelgiatan dalam melncari 

kelblelnaran suatu studi pelnellitian, yang diawlali delngan suatu pelmikiran yang 

melmblelntuk rumusan masalah selhingga me lnimblulkan hipotelsis awlal, delngan 

diblantu dan pelrse lpsi pelnellitian telrdahulu, selhingga pelne llitian blisa diolah dan 

dianalisis yang akhirnya me lmble lntuk suatu kelsimpulan. 

Melnurut pelndapat dari Prof. Dr. Suryana, me ltodel pelne llitian atau ilmiah 

melrupakan langkah dalam melndapatkan pelngeltahuan ilmiah. Melnurut Sugiyono, 

melnyatakan meltodel pelnellitian melrupakan Langkah ilmiah agar me lmpelrolelh data 

lngan tujuan dan manfaat. 
 

Pada blagian meltodel pelnellitian ini pelnulis akan melnguraikan atau 
 

 
 

10 Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metode Penelitian, Jawa: KBM Indonesia, halaman 1. 
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melngkatelgorikan selblagai blelrikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jelnis pelne llitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu 

pelnellitian hukum yang dilakukan delngan cara melnelliti blahan pustaka atau data 

selkundelr selblagai dasar untuk ditelliti delngan cara melngadakan pelnellusuran 

telrhadap  pelraturan-pelraturan  dan  litelratur-lite lratur  yang  blelrkaitan  delngan 

lrmasalahan yang ditelliti. 
 

2. Sifat Penelitian 

 

Sifat pelnellitian yang digunakan adalah delskriptif analisis Pelnellitian delskriptif 

analisis yaitu pelnellitian yang melnggamblarkan oblje lk, melnelrangkan dan 

melnje llaskan selbluah pe lristiw la delngan maksud untuk me lngeltahui keladaan 

oblje lk yang ditelliti. Pelne llitian de lskriptif dimaksudkan untuk melmblelrikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.12 

Suatu blelntuk pelnellitian yang ditujukan untuk melnde lskripsikan felnomelna- 

felnome lna yang ada, blaik fe lnomelna alamiah maupun felnomelna bluatan manusia, 

felnome lna itu blisa blelrupa blelntuk, aktivitas, karaktelristik, pelrublahan, hublungan, 

lsamaan, dan pelrbleldaan antara fe lnomelna yang satu delngan felnomelna lain. 
 

3. Pendekatan Penelitian 

 

Meltodel pada pelnellitian ini melnggunakan meltodel pelnde lkatan yuridis normatif. 

Jelnis pelndelkatan yang digunakan pada pelnulisan skripsi ini adalah 

 

11 Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawlali Pelrs, Jakarta, Hal 13-14. 
12 Ida Hanifah, dkk,”Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”, (Medan: CV. Pustaka 

l l l l 

Prima. 2018), Hal. 19. 
13 Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, “Metode Penelitian Hukum Dalam 

Pelmbluatan Karya Ilmiah”, (Meldan: Umsu Prelss, 2023), Hal 125. 
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Pelnde lkatan Pelrundang-undangan (Statutel Approach). 

 

4. Sumber Data Penelitian 

 

Sumblelr data yang digunakan dalam mellakukan pelnellitian ini adalah blelrsumblelr 

dari Hukum Islam dan juga data selkunde lr yang melnggunakan blahan hukum blaik 

blelrupa blahan hukum primelr, blahan hukum selkunde lr dan blahan hukum telrsielr, 

yaitu selblagai blelrikut: 

a. Data yang blelrsumble lr dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Data yang 

blelrsumble lrkan dari hukum Islam diselblut lazim diselblut pula selblagai data 

lwlahyuan. 
 

b. Data selkundelr yaitu yang dipelrolelh dari bluku, jurnal ilmiah, dan karya tulis 

hukum yang rellelvan delngan obljelk pelnellitian. 

5. Alat Pengumpulan Data 

 

Alat Pelngumpul data yang dipelrgunakan dalam pelnellitian ble lrupa studi 

kelpustakaan (liblrary relse larch) yang dilakukan delngan 2 cara yaitu: 

a. Offlinel, yaitu melngumpulkan ataupun me lnghimpun data studi kelpustkaan 

(liblrary relselarch) selcara langsung delngan melngunjungi, pelrpustakaan 

nasional, dan pelrpustkaan daelrah Sumatelra Utara dan pelrpustakaan kampus 

Univelrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara guna melngumpulkan atau 

melnghimpun data selkundelr selpelrti bluku-bluku hukum, dokume ln, jurnal 

ilmiah, pelraturan pelrundang-undangan dan lain selblagainya yang dipelrlukan 

dalam pelne llitian. 

b. Onlinel, yaitu studi ke lpustakaan yang dilakukan delngna cara pelnellusuran 
 
 

14 Faisal dkk, 2023, Pedoman Penulis & Penyelesaian Tugas akhir Mahasiswa, Medan: 
l l 

Pustaka Prima, halaman 8. 
l l  l l l 
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mellalui meldia intelrnelt guna melnghimpun data selkundelr yang diblutuhkan 

dalam pe lnellitian dimaksud. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah data yang sudah diolah selhingga hasil yang dipelrolelh mudah 

dimelnge lrti olelh pe lmblaca pelnellitian. Analisis data blelrupa infromasi hasil olah 

data, me lngellompokkan hasil dari pelngolahan data, me lringkas hasil olah data 

lhingga melmble lntuk suatu kelsimpulan pelnellitian. 
 

Untuk melnyajikan data dilakukan se lcara delskriptif analisis yaitu suatu cara 

analisis data yang dilalukan delngan melnyusun selcara sistelmatis selhingga 

melmprolelh kelsimpulan yang ilmiah yang melrupakan jawlablan dari pelrmasalahan 

yang diajukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Iblid., halaman 37. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Hukum Administrasi Negara 

 

Hukum Administrasi Nelgara ialah selpe lrangkat pelraturan yang 

melmungkinkan administrasi Ne lgara melnjalankan fungsinya, yang selkaligus juga 

mellindungi wlarga telrhadap sikap tindak adminitrasi nelgara, dan me llindungi 

administrasi negara itu sendiri.16 

HAN selblagai melnguji hublungan hukum istimelwla yang diadakan akan 

melmungkinkan para peljablat(ambltsdragelr) administrasi nelagara mellakukan tugas 

melre lka lelblih lanjut, Ultrelch me lnyelblutkan blahwla HAN adalah hukum yang 

melngatur selblagian lapangan pelkelrjaan administrasi nelgara. BLagian lain diatur 

olelh Hukum Tata Nelgara (hukum nelgara dalam arti selmpit), Hukum Privat, dan 

lblagainya. 
 

Hukum Administrasi Nelgara telrkandung dua aspelk, yaitu pelrtama, aturan- 

aturan hukum yang melngatur delngan cara blagaimana alat-alat pelrlelngkapan 

ne lgara itu me llakukan tugas-nya; keldua, aturan-aturan hukum yang melngatur 

hublungan hukum (relchtsble ltrelkking) antara alat pelrlelngkapan administrasi nelgara 

atau pemerintah dengan para warga negaranya.18 

HAN melngatur blelblelrapa aspe lk pelnting, antara lain: 
 
 

16 Sjahran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara 
(BLandung: Alumni, 1992),hlm.4. 

17 E . Utrech, op.cit., hlm.8-9. 
18 Soehino, Asas-asas Hukum Tara Pemerinahan (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 2. 

Pelndapat selnada dikelmukakan olelh Muchsan, Pelngantar Hukum Administrasi Nelgara Indonelsia 

(Yogyakarta: Liblelrty, 1982), hlm. 9. Selcara singkat Goeldel melnyelblutkan blahwla hukum 

administrasi nelgara adalah "helt gelhelell van relgells bleltrelffelndel hels blelstureln" (kelselluruhan 

hukum yang blelrkelnaan delngan pelmelrintahan), BL. del Goeldel, BLelelld van helr Neldelrlands 

BLelstuursrelcht, Vuga Vitgelvelrij, 's-Gravelnhagel, 1986, hIm. 20. 

18 
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1. Tindakan pelmelrintahan (misalnya me lngelluarkan kelputusan/izin). 

 

2. Ke lwle lnangan peljablat nelgara dalam melnjalankan fungsi pelmelrintahan. 

 

3. Pelngawlasan telrhadap administrasi ne lgara, blaik intelrnal maupun elkstelrnal. 

 

4. Pelmblelrian pellayanan publlik kelpada masyarakat. 

 

5. Hublungan hukum antara pelme lrintah dan wlarga ne lgara dalam pellaksanaan 

tugas pelmelrintahan. 

Prajudi Atmosudirdjo me lmblagi HAN dalam dua blagian, yaitu HAN 

heltelronom dan HAN otonom. HAN heltelronom, yang ble lrsumblelr pada UUD, 

TAP MPR, dan UU adalah hukum yang melngatur selluk blelluk organisasi dan 

fungsi administrasi nelgara. HAN otonom adalah hukum opelrasional yang 

diciptakan pemerintah dan administrasi negara.19 

G. Faltoel me lnyatakan blahw la fungsi utama hukum administrasi nelgara adalah 

selblagai kontrol hukum blagi pellaksanaan fungsi pelmelrintahan dan untuk 

melnjamin blahwla pelmelrintah ble lrtindak selsuai delngan wlelw lelnangnya atau tidak 

melnyalahgunakan wlelwlelnangnya (to elxelrt relasonabllel le lgal control ovelr thel wlay 

in wlhich administrative l authoritiels elxe lrcisel the lir functions in ordelr to elnsurel that 

thelsel authoritie ls do not elleleld or abluse l thelir powlelrs). 

Hukum Administrasi Nelgara (HAN) me lrupakan blagian dari hukum publlik 

yang melngatur intelraksi antara pelme lrintah dan masyarakat, melncakup cara 

ne lgara mellaksanakan kelkuasaan, tugas, wlelwlelnang, selrta tanggung jaw lablnya 

dalam me lmble lrikan layanan kelpada publlik. Hukum ini blelrtujuan untuk 

melmastikan  blahw la  se ltiap  tindakan  pelmelrintah  dilakukan  selsuai  delngan 

 

19 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Nelgara (Jakarta: Ghalia 

Indonelsia,1981),hlm.35. 
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keltelntuan hukum, tidak selw lelnang-wlelnang, dan teltap mellindungi hak-hak wlarga 

nelgara. 

Dalam ke lrangka sistelm pelmelrintahan Indonelsia, HAN melngatur 

pelnggunaan kelw lelnangan olelh peljablat pelmelrintah se lsuai delngan pelraturan yang 

blelrlaku, selrta me lmblelri hak kelpada w larga nelgara untuk me lngajukan tuntutan 

atau gugatan jika telrjadi pelnyalahgunaan kelkuasaan atau kelputusan yang 

melrugikan. Delngan delmikian, HAN melmainkan pelran yang sangat pelnting 

dalam me lnciptakan pelmelrintahan yang blelrsih, transparan, dan dapat 

dipelrtanggungjawlablkan. 

Hukum administrasi ne lgara me lrupakan blagian opelrasional dan 

pelngkhususan telknis dari hukum tata nelgara, atau hukum konstitusi nelgara, atau 

hukum politik nelgara. Hukum administrasi nelgara selblagai hukum opelrasional 

sangat pelnting artinya blagi pellaksanaan tugas parapeljablat administrasi ne lgara 

dalam me lnghadapi masyarakat dan rakyat, selrta pelnyelle lsaian pelrmintaan dan 

kelblutuhan-kelblutuhannya. 

Sellain me lrupakan hukum opelrasional dan hukum proseldural, hukum 

administrasi nelgara melrupakan hukum disiplin blagi para peljablat administrasi 

dalam mellaksanakan atau me lnunaikan tugas, kelwlajiblan dan pelnggunaan 

wlelwlelnang. Hal telrselblut sangat pelnting artinya karelna para peljablat pelmelrintah 

dan administrasi dapat diblagi antara kelputusan yang melmpunyai daya laku 

hukum atau kelkuatan hukum. Seliring delngan pelrkelmblangan tugas-tugas 

pelmelrintahan, khususnya dalam ajaran wlellfarel statel, yang melmblelrikan 

kelwlelnangan luas kelpada admimistrasi nelgara telrmasuk kelw lelnangan dalam 
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blidang lelgislasi, maka pelraturan-pelraturan hukum dalam hukum administrasi 

ne lgara disamping dibluat ole lh lelmblaga lelgislatif, juga ada pelraturanpelraturan 

yang dibluat mandiri olelh administrasi ne lgara. Delngan delmikian hukum 

administrasi nelgara adalah hukum dan pelraturan-pelraturan yang blelrkelnan 

delngan pelmelrintah dalam arti se lmpit atau administrasi nelgara, pelraturan- 

pelraturan telrselblut diblelntuk olelh lelmblaga lelgislatif untuk melngatur tindakan 

pelmelrintahan dalam hublungannya delngan wlarga ne lgara, dan selblagian pelraturan- 

lraturan itu dible lntuk pula olelh administrasi nelgara. 
 

2.  Kehilangan Kewarganegaraan 

 

Status kelwlarganelgaraan adalah hak dasar blagi selselorang. Status 

kelwlarganelgaraan 

melnimblulkan hak dan kelwlajiblan blagi pe lmiliknya. Selorang wlarga nelgara 

melmpunyai hublungan timblal blalik antara nelgara dan wlarga nelgaranya. Nelgara 

wlajibl melnjamin kelpelmilikan hak selorang wlarga ne lgaranya yang melncakup hak 

sipil, hak politik, hak elkonomi, sosial, dan bludaya. Seldangkan kelwlajiblan selblagai 

selorang pelmelgang status kelwlarganelgaraan Indone lsia tellah diteltapkan di dalam 

UUD 1945. 

Hilangnya ke lwlarganelgaraan selselorang dapat juga dikarelnakan kellalaian, 

karelna alasan politik karelna alasan telknis ataupun karelna alasan yang 

blelrsangkutan melmang selcara sadar dan selngaja ingin me llelpaskan status 

kelwlarganelgaraannya? BLelblelrapa alasan telrselblut helndaknya dijadikan 

pelrtimblangan apablila yang blelrsangkutan di kelmudian hari ingin me lmpelrolel  h 

 
 

20 Ridwan, Op. Cit. hlm. 37. 
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kelwlarganelgaraannya kelmblali. Prosels pelrolelhan kelmblali yang dilakukan untuk 

masing-masing alasan telrselblut harusnya blelrble lda satu sama lain. Pada pokoknya 

adalah seltiap orang telrjamin haknya untuk melndapatkan status kelwlarganelgaraan, 

selhingga  telrhindar  dari  kelmungkinan  statellelss,  apatridel atau  tanpa 

lwlarganelgaraan. 
 

Hilangnya kelwlarganelgaraan dapat dise lblablkan ole lh ble lble lrapa faktor yang 

blelrblelda. BLelrikut ini adalah blelblelrapa pe lnye lblabl umum hilangnya status 

kelwlarganelgaraan: 

1. Relnunciation (Pelnolakan) 

 

Relnunciation adalah tindakan yang dilakukan olelh selse lorang yang selcara 

sukarella melnanggalkan salah satu dari kelw largane lgaraan yang dimilikinya. 

Selselorang dapat melmilih untuk me llelpaskan status kelwlarganelgaraannya 

delmi alasan telrtelntu, selpelrti melmpe lrole lh kelwlargane lgaraan nelgara lain. 

2. Telrmination (Pelnghelntian) 

 

Telrmination adalah pelnghelntian status kelwlargane lgaraan selblagai tindakan 

hukum karelna se lse lorang melmpelrolelh kelw larganelgaraan nelgara lain. Ke ltika 

selselorang selcara sah me lmpelrolelh kelwlarganelgaraan nelgara lain, status 

kelwlarganelgaraan selblellumnya dapat dihe lntikan. 

3. Delprivation (Pelncablutan) 

 

Delprivation adalah pelnghe lntian selcara paksa atau pelncablutan status 

kelwlarganelgaraan selselorang blelrdasarkan pelrintah peljablat yang blelrwlelnang. 

Hal ini dapat telrjadi jika selselorang telrblukti mellanggar cara pelrolelhan 

 

21 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretaris Jenderal dan 

Kelpanitelraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 112. 
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kelwlarganelgaraan, me llakukan kelsalahan, tidak seltia, atau blelrkhianat kelpada 

ne lgara dan konstitusi. 

Adapun Melnurut UUD RI Nomor 12 Tahun 2006, melnyelblablkan selselorang 

kelhilangan kelwlargane lgaraannya di Indonelsia antara lain: 

1. Melmpelrolelh kelwlarganelgaraan lain atas kelmauan selndiri. 

 

2. Tidak me lnolak atau melle lpaskan kelwlarganelgaraan lain yang dimilikinya. 

 

3. Dinyatakan hilang ke lwlargane lgaraannya olelh Prelsideln atas kelmauan selndiri, 

delngan keltelntuan usia minimal 18 tahun dan blelrtelmpat tinggal di luar 

nelgelri. 

4. Masuk kel dalam dinas telntara asing tanpa izin dari Prelsideln. 

 

5. Masuk kel dalam dinas ne lgara asing atas kelmauan selndiri, padahal jablatan 

telrselblut hanya dapat dijablat ole lh WLNI. 

6. Melngangkat sumpah atau melnyatakan janji seltia kelpada nelgara asing atau 

blagian dari ne lgara asing telrselblut atas dasar kelmauan se lndiri. 

7. Melmiliki paspor atau surat yang blelrsifat paspor dari nelgara asing atau surat 

yang dapat diartikan selblagai tanda kelw larganelgaraan yang masih blelrlaku dari 

ne lgara lain. 

8. BLelrtelmpat tinggal diluar wlilayah NKRI sellama 5 tahun telrus me lnelrus blukan 

dalam rangka tugas ne lgara, tanpa alasan yang sah dan delngan selngaja tidak 

melnyatakan kelinginannya untuk teltap melnjadi WLNI selblellum jangka wlaktu 

5 tahun telrselblut ble lrakhir. 

Jika dalam 5 tahun blelrikutnya yang blelrsangkutan teltap tidak melngajukan 

pelrnyataan ingin melnjadi WLNI kelpada pe lrwlakilan Indonelsia, melskipun 
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tellah diblelri pelmblelritahuan selcara telrtulis, maka status kelwlarganelgaraannya 

akan hilang22. 

3.  WNI (Warga Negara Indonesia) 

 

WLarga Nelgara Indonelsia (WLNI) selcara melndasar adalah individu yang 

diakui selcara hukum selblagai blagian dari nelgara Indonelsia dan kelpadanya 

dilelkatkan hak selrta kelwlajiblan konstitusional, se lblagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 1945 Pasal 26 dan 

dijabarkan secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200623 tentang 

Ke lwlargane lgaraan Relpubllik Indonelsia. Undang-undang telrselblut melneltapkan 

blahwla WLNI adalah orang-orang blangsa Indone lsia asli dan orang-orang blangsa 

lain yang disahkan delngan undang-undang selblagai w larga nelgara. Status 

kelwlarganelgaraan ini melrupakan ikatan hukum yang fundamelntal antara individu 

dan nelgara, yang melne lmpatkan melre lka dalam keldudukan istimelw la yang 

blelrblelda dari WLarga Nelgara Asing (WLNA) atau selkadar pelnduduk yang tinggal 

di wlilayah Indone lsia. 

Definisi WNI Menurut UU No. 12 Tahun 2006 

 

1. WLNI adalah orang-orang blangsa Indonelsia asli 

 

2. orang-orang blangsa lain yang disahkan delngan undang-undang selblagai 

wlarga nelgara. 

3. Delfinisi ini me lnelgaskan blahwla kelwlargane lgaraan Indonelsia tidak hanya 

blelrdasarkan garis kelturunan, teltapi juga mellalui proseldur hukum telrtelntu. 

Sellain hak, WLNI juga melmiliki seljumlah kelw lajiblan, antara lain: 

22 https://fahum.umsu.ac.id/info/hilangnya-kewarganegaraan-indonesia-penyebab-dan- 

contohnya/. 
l  l l l l l  l  l 

23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 
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a. Melntaati hukum dan pelraturan pelrundang-undangan. 

 

b. Melnjaga dan melmble lla keldaulatan nelgara. 

 

c. Melnjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945. 

 

d. BLelrkontriblusi telrhadap kelamanan nasional. 

 

e. Tidak mellakukan tindakan yang me lrugikan nelgara, telrmasuk blelkelrja untuk 

militelr asing tanpa izin. 

4. Dinas Militer Asing 

 

Dinas militelr asing adalah kelikutselrtaan selorang WLarga Nelgara Indonelsia 

(WLNI) selcara sadar dan sukarella dalam angkatan blelrselnjata atau militelr nelgara 

lain, yang mencakup pengabdian aktif dan sumpah setia kepada negara asing24. 

Tindakan ini selcara spelsifik me lncakup pelngabldian aktif, blaik se lblagai prajurit, 

komblatan, maupun dalam kapasitas lain di blaw lah sumpah seltia kelpada nelgara 

asing, tanpa adanya izin telrtulis telrlelblih dahulu dari otoritas relsmi Indone lsia. 

Motivasi selselorang untuk me lmasuki dinas milite lr asing dapat blelragam, telrmasuk 

di antaranya adalah me lncari pelngalaman blaru, melmpe lrolelh pellatihan khusus, 

atau blahkan karelna adanya ikatan ide lologis atau elmosional delngan ne lgara yang 

blelrsangkutan. Namun, dari pelrspe lktif hukum, keltelrliblatan WLNI dalam dinas 

militelr asing dapat melnimblulkan konselkuelnsi selrius, telrutama telrkait delngan 

status kewarganegaraan25 

 

 

 
 

24 Huswatun H., "Status Kewarganegaraan Indonesia E ks ISIS Menurut Ketentuan Pasal 23 

Huruf (d) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 Telntang Kelwlarganelgaraan Indonelsia," Jurnal 

Fakultas Hukum Univelrsitas Mataram D1A016109 (2020), hlm. 7. 
25 Paspor juris tan dan riza chalid dicabut, pakar:Kewarganegaraan dicabut itu konsekwensi, 

diaksels 19 oktoblelr https://nasional.kompas.com/relad/2025/10/04/21203401/paspor-jurist-tan-dan- 

riza-chalid-dicablut-pakar-kelwlarganelgaraan-dicablut-itu. 
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Selorang WLNI dapat kelhilangan kelwlarganelgaraannya jika melmasuki dinas 

telntara asing tanpa izin telrle lblih dahulu dari Prelsideln. Ke ltelntuan ini 

melncelrminkan prinsip blahwla selorang w larga nelgara harus melmiliki loyalitas 

utama ke lpada ne lgaranya, dan keltelrliblatan dalam kelkuatan milite lr asing dapat 

melnimblulkan konflik kelpelntingan dan Tindakan melmasuki dinas militelr asing 

melmiliki implikasi selrius dalam kelrangka hukum kelwlarganelgaraan Indonelsia 

karena melanggar prinsip kesetiaan tunggal (single loyalty)26. 

Dari selgi pelrlindungan ne lgara untuk rakyatnya, pelmelrintah Indonelsia me lmiliki 

blatasan dalam melmble lrikan blantuan hukum, pelrlindungan diplomatik, atau 

dukungan konsulelr jika se lorang WLNI telrliblat dalam dinas militelr nelgara lain 

tanpa izin. Posisi me lrelka selblagai anggota angkatan blelrse lnjata nelgara asing blisa 

melmbluat melrelka selpelnuhnya blelrada di blaw lah hukum milite lr nelgara telrselblut, 

yang melliputi kelmungkinan dihadapkan pada tuntutan hukum militelr, opelrasi 

pelrang, atau blahkan melnjadi korblan dalam situasi konflik blelrselnjata. 

Ke ltelrblatasan nelgara dalam melmblelrikan pelrlindungan kelpada orang-orang yang 

selcara sukarella melmilih untuk blelrada di blawlah kelndali militelr asing melnjadi 

salah satu alasan melngapa tindakan ini dianggap selblagai pellanggaran selrius. 

Ole lh karelna itu, pelraturan me lngelnai larangan dinas militelr asing tidak hanya 

blelrsifat administratif, tapi juga melrupakan usaha nelgara untuk mellindungi 

wlarganya dari ancaman hukum, politik, dan kelsellamatan yang sangat kritis. 

Sellain risiko yang tellah diselblutkan, partisipasi WLNI dalam angkatan ble lrselnjata 

ne lgara lain juga dapat me lnimblulkan dampak sosial dan eltika yang pelnting. 

26 Adel Idra Suhara dan Tunziah, "Status Kelwlarganelgaraan WLarga Nelgara Indonelsia (WLNI) 

ELks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006," PUBLLIKA: Jurnal Ilmu 

Administrasi Publlik 7, No. 1 (2021), hlm. 96. 
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Melrelka yang kelmblali kel tanah air seltellah blelrtugas di militelr asing mungkin akan 

melngalami stigma, kelcurigaan, atau kelsulitan saat ble lradaptasi kelmblali, telrutama 

jika melrelka telrliblat dalam opelrasi militelr yang selnsitif atau dalam konflik yang 

melnjadi pelrhatian globlal. Masyarakat mungkin melmandang langkah telrselblut 

selblagai pelngkhianatan telrhadap blangsa atau pellanggaran telrhadap nilai-nilai 

nasionalismel, se lhingga dapat melnciptakan tantangan blaik selcara psikologis 

maupun sosial blagi individu telrselblut. Ini melnunjukkan blahwla isu keltelrliblatan 

dalam militelr asing blukan hanya soal hukum, teltapi juga melncakup aspe lk sosial, 

moral, dan psikologis yang blelrdampak pada individu selrta komunitas selcara luas. 

5. Izin presiden 

 

Melrujuk pada selgala tindakan, pelneltapan kelputusan, atau inisiatif kelblijakan 

olelh aparat/peljablat di blawlah Prelsideln (selpelrti melntelri atau kelpala lelmblaga) 

yang se lharusnya didahului olelh otorisasi formal dari Prelsideln, namun diablaikan. 

Dalam HAN, izin Prelsideln adalah instrumeln kontrol telrtinggi yang melmastikan 

asas lelgalitas dan telrtibl administrasi telrlaksana. 

Dalam kontelks Prelsideln, izin melrupakan blelntuk pelrseltujuan dari pelnguasa untuk 

melmpelrkelnankan suatu tindakan atau pelmbluatan kelblijakan yang pada prinsipnya 

dilarang atau diatur selcara keltat. Hal ini blelrtujuan untuk melncapai tujuan konkrit 

lmelrintahan. izin didelfinisikan selblagai pelrbluatan hukum administrasi nelgara 

yang blelrselgi satu (elelnzijdigel relchtshandelling) yang blelrfungsi melngaplikasikan 

pelraturan  dalam  hal  konkrelt  ble lrdasarkan  pelrsyaratan  dan  proseldur  yang 

diteltapkan undang-undang. 
 

27 P.M. Hadjon, “Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai 

Pelmblatasan Telrhadap Kelblelblasan BLelrtindak” Jurnal Meldia Hukum, Vol. 24, No. 1 (2017), hlm. 

82-83. 
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Pelntingnya izin Prelsideln di sini adalah se lblagai blelrikut: 

 

1. Pelngakuan Formal Ke ldaulatan: Izin telrselblut adalah pelngakuan blahwla 

ne lgara tellah melngeltahui dan me lnyeltujui pellelpasan kelse ltiaan wlarga 

nelgaranya. 

2. Ke lpastian Hukum Administrasi: Izin Prelsideln melmastikan blahwla pelncatatan 

data kelpelndudukan, hak-hak hukum, dan status politik individu telrselblut 

selcara telrtibl dihapus dari sistelm administrasi nelgara. 

Ke ltika selorang WLNI melmpelrole lh kelwlarganelgaraan asing, misalnya delngan 

melngucapkan sumpah se ltia kelpada nelgara lain, tanpa me llalui proseldur relsmi 

pellelpasan yang diseltujui Prelside ln, hukum Indone lsia melnganggap blahwla 

individu telrselblut tellah se lcara del facto melmilih ke lseltiaan blaru. Akiblatnya, ia 

langsung kelhilangan status WLNI, selhingga selcara hukum, ia me lnjadi WLarga 

Nelgara Asing (WLNA) seljak tanggal pelrolelhan kelwlarganelgaraan blarunya. 

Filosofi yang melndasari aturan "izin Prelside ln" blelrtujuan untuk me lnelgakkan 

prinsip kelwlarganelgaraan tunggal blagi w larga nelgara Indonelsia yang sudah 

delwlasa, yang melrupakan nilai yang dipelgang olelh selblagian blelsar nelgara 

yang melmiliki keldaulatan. Kelblelradaan izin ini blelrfungsi selblagai alat 

pelngawlasan dari nelgara untuk me lnghindari adanya kelseltiaan ganda dari 

wlarganya, yang blisa melnyelblablkan adanya konflik kelpelntingan, telrutama 

dalam isu-isu yang blelrkaitan delngan kelamanan dan kelrahasiaan ne lgara. 

Delngan kelharusan izin ini, nelgara me lnjamin blahw la prosels pelngunduran diri 

dari kelwlarganelgaraan adalah langkah yang delfinitif dan dipelrhatikan selcara 

relsmi olelh pelmelrintah Indonelsia, selhingga tidak ada kelblingungan hukum 
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melngelnai status orang telrselblut. BLelrtindak tanpa izin Prelsideln adalah 

tindakan yang se lcara otomatis me lngablaikan proseldur relsmi ini, selhingga 

langsung me lnimblulkan sanksi telrblelrat dalam hukum kelw larganelgaraan, yaitu 

kelhilangan status selblagai WLNI. 



 

l 

 

BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Hukum Soal Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Ikut 

Militer Asing Tanpa izin 

Ke lwlargane lgaraan adalah ikatan hukum yang telrjalin antara selse lorang dan 

ne lgara, yang melnciptakan hak dan kelwlajiblan yang saling me lngikat. Ikatan 

hukum ini blukan hanya blelrsifat administratif, namun juga melngandung ellelme ln 

loyalitas se lorang wlarga nelgara kelpada ne lgara telmpat tinggalnya. Delngan 

delmikian, nelgara ble lrhak me lnelrapkan keltelntuan, proseldur, selrta alasan hukum 

yang dapat melnye lblablkan selse lorang kelhilangan kelwlargane lgaraan me lrelka. 

Aturan telrselblut blelrtujuan untuk me llindungi keldaulatan nelgara selkaligus 

melmblelrikan kelpastian hukum dalam intelraksi sosial dan kelhidupan blelrnelgara. 

Aspelk-aspelk melngelnai ke lwlargane lgaraan diatur selcara me lnyelluruh dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telntang Ke lwlargane lgaraan Re lpubllik 

Indonelsia. Undang-undang telrselblut me lngatur blelragam situasi yang dapat 

melngakiblatkan hilangnya kelwlarganelgaraan se lselorang, salah satu contohnya 

adalah keltika WLNI blelrgablung delngan angkatan blelrselnjata nelgara lain tanpa 

melndapat izin dari Prelside ln. Aturan ini dije llaskan dalam Pasal 23 huruf D, yang 

melmblelrikan landasan hukum blagi nelgara untuk me lnyatakan hilangnya 

kelwlarganelgaraan blagi WLNI yang telrliblat delngan militelr asing tanpa pelrseltujuan 

otoritas negara.28 

 

 
 

28 Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Relpubllik Indonelsia. 
l l  l l 
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Dalam melmblaca UU Nomor 12 Tahun 2006, kita pelrlu mellihat tujuan 

awlal yang mellatar blellakangi pelmblelntukan Undang-Undang Ke lwlargane lgaraan 

telrselblut, yaitu, untuk me lnjamin potelnsi, harkat, dan martablat seltiap orang selsuai 

delngan hak asasi manusia dan didasari adanya kelsadaran blahwla wlarga ne lgara 

melrupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu nelgara yang 

melmiliki han dan kelwlajiblan yang pe lrlu dilindungi dan dijamin pellaksanaannya. 

Pada dasarnya UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak melnge lnal kelwlarganelgaraan 

ganda (blipatridel) ataupun tanpa kelwlargane lgaraan (apatridel). 

Larangan blagi WLNI untuk telrliblat dalam angkatan blelrselnjata asing tanpa 

izin dari Prelsideln ble lrkaitan elrat delngan prinsip keldaulatan nelgara dan kelwlajiblan 

kelseltiaan dari selorang wlarga nelgara. Prelsideln, selblagai pelmimpin telrtinggi 

angkatan blelrse lnjata, melmiliki hak untuk melmblelrikan atau melnolak izin blagi 

keltelrliblatan telrselblut. Maka dari itu, kelwlajiblan untuk melndapatkan izin dari 

Prelside ln me lrupakan suatu blelntuk pelngawlasan ne lgara atas potelnsi telrjadinya 

konflik kelpelntingan dan pelrgelse lran kelse ltiaan wlarga nelgara kelpada ne lgara lain. 

Selcara hukum, partisipasi dalam dinas keltelntaraan asing tanpa otorisasi 

dari Prelside ln dianggap selblagai tindakan yang me llanggar kelwlajiblan fundamelntal 

selblagai w larga ne lgara. Juliani ble lrpelndapat blahwla keltelrliblatan WLNI dalam 

telntara asing melnandakan adanya pelrgelselran loyalitas, selhingga selcara hukum 

dapat menjadi alasan bagi hilangnya kewarganegaraan.29 Pandangan ini 

melnelgaskan blahwla kelwlarganelgaraan blukan hanya selkadar status formal, teltapi 

juga me lncakup kelseltiaan dan tanggung jaw labl kelpada nelgara. Namun delmikian, 

 

29 Juliani, “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan WNI Berdasarkan UU No. 

12 Tahun 2006”, Jurnal Lunggi, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 112–113. 
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kelhilangan kelwlarganelgaraan tidak telrjadi selcara otomatis. Sistelm hukum di 

Indonelsia melne ltapkan blahwla prosels kelhilangan kelwlargane lgaraan harus 

melngikuti proseldur hukum administrasi nelgara. Ini diatur dalam Pelraturan 

Pelme lrintah Nomor 2 Tahun 2007, yang melnelgaskan blahwla kelputusan melngelnai 

kelhilangan kelwlarganelgaraan diamblil mellalui Kelputusan Melntelri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia seltellah pelmelriksaan telrhadap telrpelnuhinya syarat-syarat 

yang diteltapkan olelh undang-undang. Keltelntuan ini melnunjukkan blahw la nelgara 

teltap melnjunjung tinggi prinsip kelhati-hatian dan pelrlindungan hukum blagi 

wlarga nelgara. 

Dari sudut pandang hukum administrasi nelgara, kelputusan me lngelnai 

kelhilangan kelwlargane lgaraan adalah se lbluah kelputusan administratif yang 

melnghasilkan konse lkuelnsi hukum yang konkrelt dan spelsifik blagi individu. Olel  h 

selblabl itu, kelputusan ini harus blelrlandaskan pada prinsip lelgalitas dan prinsip 

keltellitian. Seltiap tindakan pelmelrintah yang melmpe lngaruhi status hukum 

selselorang harus dilakukan blelrdasarkan ke lwlelnangan yang sah selrta proseldur 

yang terarah.30 

Pelraturan melnge lnai kelhilangan kelwlarganelgaraan akiblat keltelrliblatan 

dalam dinas militelr asing melrupakan praktik yang ditelrima di blelrblagai sistel m 

hukum nelgara. Namun, otoritas nelgara untuk me lncablut kelwlarganelgaraan teltap 

harus diatur olelh prinsip ne lgara hukum dan pelrlindungan hak asasi manusia. 

Dalam kontelks hukum Indonelsia, pelngaturan telrselblut tellah dirancang delngan 

 

 
 

30 Philipus M. Hadjon, Pelngantar Hukum Administrasi Indonelsia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

Univelrsity Prelss, 2011), hlm. 84–86. 
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melmasukkan melkanisme l administratif selblagai blelntuk jaminan untuk prosels 

hukum yang adil.31 

BLelrdasarkan tinjauan telrhadap relgulasi yang ada selrta pandangan para 

ahli, kita dapat mellihat blahwla norma hukum melngelnai hilangnya 

kelwlarganelgaraan WLNI yang telrliblat dalam layanan milite lr asing tanpa 

pelrseltujuan Prelsideln tellah dirumuskan delngan jellas dan telrstruktur. Keljellasan 

yang telrdapat dalam Pasal 23 huruf D dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 melmblelrikan kelpastian hukum melngelnai tindakan yang dapat 

melngakiblatkan kelhilangan kelw larganelgaraan. Di sisi lain, keltelntuan proseldural 

yang telrcantum dalam Pelraturan Pelmelrintah Nomor 21 Tahun 2022 

melnunjukkan komitmeln ne lgara untuk teltap melmble lrikan pelrlindungan hukum 

mellalui melkanismel administrasi yang sah. 

Pelngaturan hukum telrkait kelhilangan kelwlarganelgaraan pelrlu dipahami 

dalam kontelks asas kelpastian hukum. Kelpastian hukum melngharuskan agar 

alasan kelhilangan kelwlarganelgaraan ditelntukan delngan jellas dan tidak dapat 

ditafsirkan selcara ble lrblelda. Olelh karelna itu, para pelmbluat undang-undang di 

Indonelsia melmilih untuk melnyusun alasan kelhilangan kelwlarganelgaraan dalam 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 selcara telrblatas. Pelndelkatan 

telrblatas ini blelrtujuan agar kelwlelnangan nelgara dalam me lnelntukan hilangnya 

kelwlarganelgaraan tidak disalahgunakan dan teltap dalam ke lrangka nelgara hukum. 

32 

 

 
 

31 Implementation of Legal Protection for Citizenship Rights, Prosiding ICLE HR, 2024, hlm. 
l l l l l L 

6–7. 
32 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 

L 

hlm. 67. 
l  l l l l 
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Dalam kajian hukum tata nelgara, kelwlarganelgaraan dianggap selblagai 

salah satu elle lmeln pelnting yang melndasari blelrdirinya selbluah ne lgara. Kelblelradaan 

wlarga ne lgara adalah syarat mutlak blagi kellangsungan suatu nelgara, selhingga 

pelngaturan   telntang   kelwlargane lgaraan,   telrmasuk   prosels   kelhilangan 

lwlarganelgaraan, melnjadi blagian dari kelw lelnangan konstitusional nelgara. 
 

Delngan delmikian, tindakan WLNI yang telrliblat dalam dinas militelr asing tanpa 

izin Prelsideln dapat dilihat selblagai se lsuatu yang blelrtelntangan delngan 

kelpelntingan konstitusi nelgara. 

Dari sudut pandang hukum intelrnasional, seltiap nelgara melmiliki hak 

untuk melneltapkan aturan telntang kelwlargane lgaraannya se lndiri. Pelne ltapan 

kelwlarganelgaraan blelrada dalam ranah domelstik suatu nelgara, sellama tidak 

blelrtelntangan delngan prinsip-prinsip umum hukum intelrnasional dan hak asasi 

manusia.34 Prinsip ini mendukung legitimasi Indonesia dalam mengatur 

kelhilangan kelwlargane lgaraan akiblat keltelrliblatan wlarga nelgara dalam dinas 

militelr asing. 

Izin yang diblelrikan olelh Prelsideln dalam kontelks Pasal 23 huruf D UU 

Ke lwlargane lgaraan me lmiliki rellelvansi hukum yang sangat krusial. Izin ini tidak 

hanya se lkadar proseldur administratif, mellainkan me lrupakan tanda pelrseltujuan 

ne lgara telrhadap kelmungkinan partisipasi wlarga nelgara dalam sistelm pelrtahanan 

ne lgara lain. Izin dalam kontelks hukum administrasi nelgara blelrfungsi selblagai alat 

pelngawlasan yang ble lrtujuan untuk melnghindari dampak bluruk blagi kelpelntingan 

 

33 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 
l l 

hlm. 212–213. 
l l l 

34 Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., (Leiden: Martinus 
L l l  l l l 

Nijhoff Publlishelrs, 1979), hlm. 33–35. 
l l l l 
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publik.35 Dengan demikian, tidak adanya izin dari Presiden secara otomatis 

melnjadikan partisipasi WLNI dalam angkatan blelrselnjata asing selblagai tindakan 

yang mellanggar hukum. 

Pelngaturan proseldural yang telrcantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 

juga me lnunjukkan pelne lrapan prinsip kelhati-hatian dalam hukum administrasi 

ne lgara. Selblellum ada kelputusan melngelnai kelhilangan kelwlarganelgaraan, pelnting 

untuk mellakukan pelne llitian dan velrifikasi data yang me lmadai. Ini seljalan delngan 

pandangan Utrelcht yang me lnyatakan blahwla kelputusan administrasi nelgara harus 

didasarkan pada informasi yang  le lngkap  selrta pelrtimblangan hukum yang 

lndalam. 
 

Pelngaturan kelhilangan kelwlarganelgaraan WLarga Nelgara Indone lsia (WLNI) 

yang ikut dinas milite lr asing tanpa izin Prelsideln me lrupakan blagian dari 

kelblijakan kelw larganelgaraan nasional. Ke ltelntuan ini tidak hanya blelrtujuan 

melnjaga keldaulatan dan kelamanan nelgara, teltapi juga harus sellaras delngan 

prinsip nelgara hukum yang melnghormati hak asasi manusia. Olelh karelna itu, 

norma melngelnai kelhilangan kelwlarganelgaraan pelrlu melme lnuhi prinsip le lgalitas, 

lpastian hukum, selrta pelmblatasan hak yang sah. 
 

Pelngaturan hukum kelhilangan kelwlargane lgaraan di Indonelsia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telntang Ke lwlargane lgaraan 

Relpubllik Indonelsia selrta pelraturan pellaksananya yang telrblaru, yaitu Pelraturan 

Pelme lrintah Nomor 21 Tahun 2022. Keltelntuan ini melnunjukkan blahw la nelgara 

35 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 145–146. 
36 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar B aru, 

1986), hlm. 109. 
37 Jimly Asshiddiqiel, Pelngantar Ilmu Hukum Tata Nelgara, RajaGrafindo Pelrsada, Jakarta, 

2010, hlm. 307. 
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tellah melneltapkan alasan dan proseldur kelhilangan kelw larganelgaraan selcara 

telrtulis dan sistelmatis, selhingga tidak me lmbluka ruang blagi tindakan selwlelnang- 

lelnang olelh pelmelrintah. 
 

Pengaturan Hukum Kehilangan Kewarganegaraan 

 

Pelngaturan hukum melnge lnai ke lhilangan kelwlargane lgaraan WLNI yang 

blelrgablung delngan angkatan blelrselnjata asing tanpa izin Prelsideln dapat diuraikan 

selblagai blelrikut: 

a. Dasar hukum matelriil telrcantum dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 telntang Kelwlarganelgaraan Relpubllik Indone lsia. 

b. Sifat pelngaturan blelrsifat limitatif, yakni alasan kelhilangan kelwlarganelgaraan 

ditelntukan selcara telrblatas ole lh undang-undang guna melnjamin ke lpastian 

hukum. 

c. Ke lwlajiblan melmpelrole lh izin Prelsideln melrupakan instrume ln pelngawlasan 

ne lgara telrhadap potelnsi konflik loyalitas dan ancaman telrhadap keldaulatan 

nelgara. 

d.  Ke lhilangan kelwlargane lgaraan tidak telrjadi selcara otomatis, mellainkan harus 

ditetapkan melalui keputusan administratif oleh pejabat yang berwenang.39 

Pelngaturan telrselblut kelmudian dipelrtelgas mellalui Pelraturan Pelmelrintah 

Nomor 21 Tahun 2022, yang melngatur selcara rinci tata cara kelhilangan 

kelwlarganelgaraan, telrmasuk tahapan pelmelriksaan, velrifikasi data, selrta 

pelneltapan kelputusan olelh Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelblelradaan 

 

38 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Kewarganegaraan Indonesia, UII Press, 

Yogyakarta, 2012, hlm. 56. 
l  l l l l 

39 Philipus M. Hadjon, Pelngantar Hukum Administrasi Indonelsia, Gadjah Mada Univelrsity 

Prelss, Yogyakarta, 2011, hlm. 129. 
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pelraturan pelmelrintah ini melnunjukkan blahwla pelngaturan hukum 

kelwlarganelgaraan Indone lsia tellah dipelrblarui agar sellaras delngan pelrkelmblangan 

hukum administrasi ne lgara dan prinsip pelrlindungan hak asasi manusia.⁷ 

Pengaturan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

Melskipun nelgara me lmiliki ke lwlelnangan untuk melngatur 

kelwlarganelgaraannya, pelngaturan telrselblut teltap harus seljalan delngan prinsip- 

prinsip hak asasi manusia. Dalam kontelks ini, pelngaturan kelhilangan 

kelwlarganelgaraan di Indone lsia dapat dipahami mellalui prinsip-prinsip blelrikut: 

a. Hak atas kelwlarganelgaraan se lblagai blagian dari hak asasi manusia yang 

diakui selcara univelrsal 

b. Pelmblatasan hak yang sah, selpanjang diteltapkan olelh undang-undang dan 

ditujukan untuk mellindungi ke lpelntingan yang le lblih blelsar, selpelrti kelamanan 

dan keldaulatan ne lgara 

c. Larangan tindakan selw lelnang-wlelnang, selhingga kelhilangan 

kelwlarganelgaraan harus didasarkan pada alasan hukum yang jellas dan 

proseldur yang telrukur 

d. Jaminan duel procelss of lawl mellalui melkanismel administratif selblellum 

ditelrblitkannya kelputusan kelhilangan kelw larganelgaraan. 

Delngan itu, PP Nomor 21 Tahun 2022 dapat dipandang se lblagai instrumeln 

hukum yang melnginte lgrasikan prinsip HAM kel dalam pelngaturan 

kelwlarganelgaraan. Pelngaturan proseldural yang rinci melnunjukkan blahwla nelgara 

tidak hanya me lnelkankan aspelk keldaulatan, teltapi juga me lmblelrikan jaminan 
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hukum agar hak wlarga nelgara teltap dihormati dalam seltiap tindakan 

administratif. 

Hilangnya kelwlarganelgaraan karelna keltelrliblatan dalam angkatan ble lrselnjata 

asing selring kali dihublungkan delngan konselp kelseltiaan kelw larganelgaraan. 

Pelnellitian yang ditelrblitkan dalam Jurnal Konstitusi melne lkankan blahwla 

kelseltiaan adalah ellelmeln pelnting dalam hublungan kelw larganelgaraan, selhingga 

pellanggaran telrhadap prinsip kelse ltiaan dapat melngakiblatkan konselkue lnsi hukum 

blelrupa kelhilangan status kelwlarganelgaraan. 
 

Ke lhilangan kelwlargane lgaraan karelna masuk militelr asing tanpa izin Prelsideln 

melrupakan blelntuk sanksi hukum yang blelrsifat administratif, blukan pidana. Ole lh 

karelna itu, pelnelrapannya harus teltap melmpe lrhatikan prinsip proporsionalitas dan 

lrlindungan hukum. Hal ini melnunjukkan blahwla pelngaturan hukum Indonelsia 

masih melnelmpatkan kelhilangan ke lwlargane lgaraan dalam kelrangka nelgara hukum 

yang melnjunjung keladilan. 

 

Adapun upaya yang harus dilakukan Satria Arta Kumblara untuk melmprolel  h 

kelmblali kelwlarganelgaraannya, Langkah pelrtama yang harus dilakukan dalam 

melnganalisis upaya pelmulihan kelw larganelgaraan blagi Satria Arta Kumblara 

adalah melmastikan status kelwlarganelgaraannya selcara hukum. Hal ini pelnting 

karelna tindakan yang harus ditelmpuh akan blelrblelda apablila Satria dinyatakan 

masih blelrstatus WLarga Nelgara Indonelsia teltapi melngalami pelrmasalahan 

kelpelndudukan, atau blila ia tellah kelhilangan kelw larganelgaraan Indonelsia selcara 

 

40 E nny Nurbaningsih, “Kewarganegaraan dan Prinsip Loyalitas dalam Negara Hukum”, 

Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 2, 2018, hlm. 247–249. 
41 RA Akbar, “Pencabutan Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Administrasi 

Nelgara”, Jurnal Magistelr Hukum FH UI, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 50–52. 
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del jurel maupun del facto. Kelpastian status ini me lnjadi dasar hukum blagi 

pelmelrintah dalam me lnelntukan apakah Satria blelrhak melmpelrolelh pelmulihan 

status atau harus me lnelmpuh melkanisme l naturalisasi murni selblagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telntang Ke lwlargane lgaraan 

Relpubllik Indonelsia. 

Apablila Satria selblelnarnya masih me lmelnuhi unsur ke lwlargane lgaraan 

Indonelsia, teltapi kelhilangan dokumeln dasar selpelrti akta kellahiran, kartu 

kelluarga, atau me lmiliki inkonsistelnsi data, maka langkah hukum yang harus 

ditelmpuh blukan naturalisasi, mellainkan pelmulihan data kelpelndudukan. Dalam 

kasus selpelrti ini, Satria dapat me lngajukan pelrmohonan pelneltapan status 

kelwlarganelgaraan kelpada Dinas Kelpe lndudukan dan Pelncatatan Sipil (Dukcapil) 

delngan me llampirkan blukti asal-usul dan kelwlarganelgaraan orang tua, riwlayat 

pelndidikan, dan dokumeln pelndukung lain. 

Apablila dokumeln telrselblut dianggap tidak cukup olelh instansi telrkait, 

Satria dapat melngajukan pelrmohonan pelneltapan mellalui Pelngadilan Nelgelri. 

Putusan pelngadilan yang melnyatakan blahwla Satria masih melrupakan WLarga 

Nelgara Indone lsia melnjadi dasar pelmulihan data kelpelndudukan, telrmasuk 

pelnelrblitan NIK dan dokumeln lainnya. Delngan delmikian, jalur ini dapat 

ditelmpuh apablila Satria masih me lmelnuhi keltelntuan pelwlarganelgaraan selcara 

kellahiran atau kelturunan. 

Apablila Satria dinyatakan sudah blukan WLNI, maka ia w lajibl melnelmpuh 

prosels naturalisasi murni selblagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006. Prosels ini melme lrlukan pelme lnuhan se ljumlah syarat, 
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selpelrti tellah blelrusia 18 tahun atau melnikah, blelrtelmpat tinggal di Indonelsia 

selkurang-kurangnya lima tahun ble lrturut-turut atau selpuluh tahun tidak blelrturut- 

turut, blelrkellakuan blaik, se lhat jasmani dan rohani, dapat blelrblahasa Indonelsia, 

melmpunyai pelkelrjaan atau pelnghasilan teltap, selrta blelrse ldia melle lpaskan 

kelwlarganelgaraan selblellumnya. 

Dalam kontelks ini, langkah melnde lsak yang harus dilakukan Satria adalah 

melmpe lrblaiki dokumeln dasar kelw larganelgaraan dan idelntitas dirinya telrlelblih 

dahulu. Tanpa dokumeln yang sah, pelrmohonan naturalisasi tidak dapat 

divelrifikasi olelh Kelmelntelrian Hukum dan HAM, dan tidak dapat diajukan 

kelpada Prelsideln untuk me lmpelrolelh pelrseltujuan. Jika tellah dipastikan blahwla 

Satria harus melngikuti jalur naturalisasi murni, maka tahap yang harus ditelmpuh 

adalah selblagai blelrikut: 

1. Pelngumpulan dokumeln ide lntitas yang valid, telrmasuk data kellahiran, paspor 

asing (jika ada), dan dokumeln telmpat tinggal di Indonelsia. 

2. Pelngajuan pelrmohonan naturalisasi kelpada Melntelri Hukum dan HAM 

mellalui Direlktorat Jelndelral Administrasi Hukum Umum. 

3. Velrifikasi kelle lngkapan blelrkas olelh Ke lmelnkumham, telrmasuk pelngelce lkan 

catatan kriminal, domisili, selrta kelmampuan blelrblahasa Indone lsia. 

4. Pelnyampaian relkome lndasi Melntelri kelpada Prelsideln, apablila selluruh syarat 

tellah dinyatakan telrpelnuhi. 

5. Pelmblelrian Izin Prelsideln selblagai syarat konstitusional akhir dalam 

naturalisasi. 
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6. Pelneltapan mellalui Ke lputusan Prelsideln (Kelpprels) yang melnyatakan blahw la 

Satria sah me lnjadi WLarga Nelgara Indonelsia. 

7. Pelngucapan Sumpah/Janji Seltia kelpada Nelgara Kelsatuan Relpubllik 

Indonelsia selblagai syarat final. 

Tahapan ini me lnunjukkan blahwla izin Prelsideln melrupakan harapan telrakhir 

yang hanya dapat dible lrikan apablila selluruh aspelk administratif dan sublstantif 

tellah dinyatakan selmpurna. 

Izin dari Prelsideln sangat pelnting untuk melnelntukan apakah Satria dapat 

melndapat kelmblali kelwlarganelgaraan Indone lsia. Prosels izin ini tidak akan 

blelrlangsung jika dokumeln yang dimiliki Satria masih melnunjukkan 

keltidakcocokan atau kelraguan melngelnai idelntitasnya. Dalam hal ini, tantangan 

utama yang dihadapi Satria blukan pada syarat pokok selpelrti intelgrasi sosial atau 

pelrilaku, teltapi lelblih kelpada aspe lk administrasi dan kelpastian idelntitas. Selblagai 

pelmilik kelkuasaan telrtinggi dalam hal pe lmblelrian kelwlargane lgaraan, Prelsidel  n 

tidak blisa melmblelrikan pelrseltujuan jika muncul potelnsi masalah hukum, selpe lrti 

status ganda atau keltidakjellasan melngelnai asal usul. Ole lh karelna itu, pelmelnuhan 

keltellitian dalam administrasi melnjadi sangat pelnting agar pelrmohonan Satria blisa 

dilanjutkan hingga kel tahap kelputusan Prelsideln. 

B. Dampak Kehilangan Kewarganegaraan WNI Terhadap Pemenuhan Hak- 

Hak Dasar Individu Serta Keluarganya 

Hukum kelwlarganelgaraan Indonelsia masih ble lrorielntasi pada pelndelkatan 

administratif dan blellum ble lrpihak pelnuh pada prinsip pelrlindungan hak asasi 
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manusia.42 Kehilangan status kewarganegaraan tanpa prosedur yang sah 

melrupakan ble lntuk pellanggaran telrhadap prinsip duel procelss of lawl, karelna 

seltiap tindakan pelmelrintah yang ble lrdampak pada hak selselorang harus mellalui 

proses hukum yang terbuka dan adil.43 

BLelrdasarkan asas pelrlindungan maksimum nelgara wlajibl me lmblelrikan 

pelrlindungan telrhadap wlarga nelgara. Namun, pada kelnyataannya selringkali 

telrjadi ne lgara tidak mampu me llaksanakan tanggung jawlablnya delngan 

melmblelrikan pelrlindungan se lblagaimana me lstinya, blahkan nelgara yang 

blelrsangkutan justru mellakukan tindakan pelnindasan telrhadap wlarga nelgaranya. 

Ke ltika ne lgara yang blelrsangkutan tidak mau (unwlilling) atau tidak mampu 

(unablle l) melmblelrikan pelrlindungan telrhadap wlarga nelgaranya selringkali telrjadi 

lselorang me lngalami pe lnindasan yang se lrius atas hak-hak dasarnya. 
 

Hak atas kelwlarganelgaraan adalah hak fundamelntal yang diakui di 

blawlah hukum intelrnasional, dan Indonelsia blelrkelw lajiblan untuk 

melmblelrikan kelw larganelgaraan kelpada individu tanpa kelwlargane lgaraan dalam 

kondisi telrtelntu untuk me lmelnuhi standar hukum intelrnasional. BLelblelrapa 

instrumeln hukum intelrnasional melmblahas kelwlajiblan ini, telrmasuk Konvelnsi 

1954 telntang Status Orang Tanpa Kelwlarganelgaraan, yang melnjamin hak-hak 

 

 

 

42 Arief, Supriyadi A., and Iwa Kustiwa. "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga 

Nelgara Dalam Melndapatkan Kelmblali Kelwlarganelgaraan Indonelsia." Jurnal Relchts Vinding 
Meldia Hukum Nasional 9.3 (2020). 

43 Marliyanto, Rendra, and Rosita Indrayati Antikowati. "Analisis Yuridis Status 

Kelwlarganelgaraan Telrhadap Orang Yang Tidak Melmiliki Kelwlarganelgaraan (Statellelss) 

BLelrdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Telntang Kelwlarganelgaraan Relpubllik 

Indonelsia Juridical Analysis Status of Citizelnship To Peloplel WLho Do Not." Artikell Ilmiah Hasil 

Pelnellitian Mahasiswla 1.1 (2013): 1-8. 
44 WLagiman, Hukum Pelngungsi Intelrnasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 51. 
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dasar blagi orang-orang tanpa kelwlarganelgaraan dan melwlajiblkan nelgara 

pihak untuk melmblelrikan pelrlindungan yang melmadai. 

Individu tanpa kelwlarganelgaraan di Indonelsia tidak blolelh dibliarkan 

dalam keltidakpastian status hukum. Kondisi ini dapat me lnghamblat pelrlindungan 

hukum dan me lnimblulkan risiko blagi kelamanan selrta kelseljahtelraan melre lka. 

Sellain itu, faktor politik yang telrkait delngan administrasi nelgara dapat 

melmpe lrbluruk situasi, telrutama  jika  telrdapat  blias  telrhadap  asal-usul 

lre lka. Keladaan  tanpa kelwlarganelgaraan  selcara  signifikan  melmpelngaruhi 

 

hak-hak dasar selselorang, telrutama dalam kontelks hukum dan pelrlindungan 

sosial. BLelrikut ini adalah blelblelrapa dampak utama dari status ini telrhadap hak- 

hak dasar. 

1. Individu tanpa kelwlarganelgaraan tidak melmiliki hak untuk blelke lrja 

selcara sah. Akiblatnya, me lrelka selring telrpaksa blelke lrja di selktor 

informal, yang me lmbluat melrelka relntan telrhadap elksploitasi dan tidak 

melndapatkan pelrlindungan hukum. Ke ltiadaan dokumeln le lgal juga 

melnyulitkan  melre lka  untuk  melmpe lrole lh pelkelrjaan yang aman dan 

lmelnuhi standar. 
 

2. Individu yang tidak me lmiliki kelw larganelgaraan selring kali melnghadapi 

hamblatan signifikan dalam melmpelrolelh aksels telrhadap layanan 

kelselhatan. Melrelka selring kali telrpaksa melnunda atau blahkan 

melnghindari pelrawlatan me ldis yang pelnting, melngingat blanyak fasilitas 

 

45 Faizal A, ‘Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan 

WLarga Nelgara Indonelsia Atas Status Kelwlarganelgaraan’ (2020) 3(4)Jurist-Diction. 
46 Baird N, ‘Konstitusi, Kewarganegaraan dan Bayangan Tanpa Kewarganegaraan’ (2020) 2 

(2) Tinjauan Tanpa Kelwlarganelgaraan & Kelwlarganelgaraan. 
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kelselhatan yang melnsyaratkan blukti ide lntitas atau kelwlarganelgaraan 

selblagai prasyarat untuk me lnelrima layanan. 

3. Individu yang tidak melmiliki kelwlarganelgaraan selring kali tidak 

melmiliki hak untuk melnye lwla atau melmiliki propelrti, yang blelrakiblat 

pada keltidakamanan telmpat tinggal. Hal ini me lngarah pada situasi 

kelhidupan yang tidak stablil atau melmelrlukan pelncarian telmpat 

pelnampungan selblagai altelrnatif. 

4. Individu yang tidak melmiliki ke lwlargane lgaraan selring kali tidak 

melmiliki hak untuk melnye lwla atau melmiliki propelrti, yang blelrakiblat 

pada keltidakamanan telmpat tinggal. Hal ini me lngarah pada situasi 

kelhidupan  yang  tidak  stablil  atau  melmelrlukan  pelncarian  telmpat 

lnampungan selblagai altelrnatif. 
 

5. Tanpa kelw larganelgaraan, individu tidak melmiliki hak untuk telrliblat dalam 

prosels politik, selpelrti hak untuk me lmilih atau dipilih. Kondisi ini 

melmblatasi kelmampuan melrelka untuk blelrkontriblusi dalam pelngamblilan 

kelputusan  yang  blelrdampak  pada  kelhidupan  pribladi  dan komunitas 

lrelka. 
 

Ke ltiadaan kelwlargane lgaraan melmblelrikan dampak yang signifikan 

telrhadap hak-hak dasar individu, melmpe lrbluruk siklus keltidakamanan hukum 

dan sosial yang sulit diatasi. Kolablorasi antara pelme lrintah dan organisasi 

intelrnasional pelnting dalam me lmblelrikan pelrlindungan selrta 

melngimple lmelntasikan   solusi   yang  elfelktif   blagi   individu   tanpa 

 

47 Iblid 
48 Iblid. 
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kelwlarganelgaraan,  guna melngatasi dan  melnye llelsaikan masalah telrselblut. 

Sellain itu, pelningkatan pelrhatian dan pelngawlasan intelrnasional telrhadap 

kelwlarganelgaraan selblagai isu hak asasi manusia dianggap selblagai langkah 

stratelgis  dalam   melnangani  pelrmasalahan  tanpa  kelwlarganelgaraan. 

Seljumlah sarjana  blelrpelndapat blahw la pelnelrapan pelndelkatan blelrblasis 

hak  dalam kelw larganelgaraan   dapat   melmbluka  pelluang   untuk 

pelmblelntukan hukum intelrnasional telrkait kelwlarganelgaraan,  blahkan 

lnuju pelngakuan  hak intelrnasional untuk me lmpelrolelh kelwlarganelgaraan. 

Ke lhilangan kelwlarganelgaraan WLNI melngakiblatkan putusnya hublungan hukum 

formal antara individu dan nelgara. Akiblatnya, individu tidak lagi melmpe lrole lh 

jaminan pelrlindungan hukum selcara pelnuh selblagaimana wlarga nelgara pada 

umumnya. Kondisi ini melme lngaruhi blelrblagai aspelk kelhidupan individu, blaik 

dari sisi hukum, politik, maupun sosial elkonomi. Dampak telrselblut dapat dilihat 

mellalui ble lblelrapa aspelk blelrikut: 

a. Hilangnya pelrlindungan hukum nelgara, khususnya telrkait kelpastian hukum, 

blantuan hukum, dan pelrlindungan dari tindakan selwlelnang-wle lnang. 

b. Telrblatasnya hak sipil dan politik, selpelrti hilangnya hak melmilih dan dipilih 

selrta hak untuk blelrpartisipasi dalam pelnyellelnggaraan pelme lrintahan. 

c. Ke lsulitan melmpelrolelh pelngakuan idelntitas hukum, akiblat hamblatan dalam 

kelpelmilikan dokumeln kelpelndudukan. 

 

 

 

 

 

49 Jo Shaw, The People in Question: Citizens and Constitutions in Uncertain Times( Bristol 

Univelrsity Prelss 2020) 35. 
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d. Telrhamblatnya pelmelnuhan hak elkonomi, sosial, dan bludaya, telrmasuk aksels 

telrhadap pelkelrjaan formal, pelndidikan, layanan kelselhatan, dan jaminan 

sosial. 

e. Risiko melnjadi tanpa kelwlarganelgaraan (statellelssnelss), yang melnyelblablkan 

individu tidak melmpe lrole lh pelrlindungan hukum dari nelgara mana pun dan 

selmakin relntan telrhadap pellanggaran hak asasi manusia. 

Kelhilangan kelwlarganelgaraan WLNI tidak hanya blelrdampak pada individu 

yang blelrsangkutan, teltapi juga melmblawla konselkuelnsi selrius blagi anggota 

kelluarganya. Ke lluarga selblagai satu kelsatuan sosial ikut melrasakan dampak 

hukum dan sosial dari pelrublahan status kelwlargane lgaraan telrselblut, telrutama 

keltika status hukum anggota kelluarga blelrgantung pada individu yang kelhilangan 

kelwlarganelgaraan. BLelblelrapa dampak yang dialami kelluarga antara lain: 

a. Ke ltidakpastian status hukum anggota kelluarga, khususnya anak dan 

pasangan. 

b. Telrhamblatnya pelmelnuhan hak anak, selpelrti hak atas pelndidikan, layanan 

kelselhatan, dan pelrlindungan hukum yang layak. 

c. Ancaman telrhadap kelutuhan kelluarga, akiblat pelrmasalahan izin tinggal, 

delportasi, atau pelmblatasan moblilitas. 

d. Pelnurunan kelseljahtelraan elkonomi ke lluarga, karelna hilangnya akse ls telrhadap 

pelkelrjaan dan jaminan sosial. 

e. Munculnya telkanan sosial dan psikologis, blelrupa rasa tidak aman, 

kelcelmasan, dan stigma sosial. 
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Sellain dampak hukum dan elkonomi, kelhilangan kelw larganelgaraan juga 

melnimblulkan dampak sosial dan psikologis yang tidak kalah pelnting. 

Ke lwlargane lgaraan melrupakan blagian dari idelntitas sosial selselorang, 

selhingga kelhilangannya dapat melnimblulkan pelrasaan telrasing dan 

kelhilangan rasa aman. Dampak sosial dan psikologis telrselblut melliputi: 

a. Hilangnya idelntitas kelblangsaan dan rasa melmiliki telrhadap nelgara. 

 

b. Munculnya diskriminasi dan marginalisasi sosial dalam kelhidupan 

blelrmasyarakat. 

c. Telkanan psikologis jangka panjang, yang melmelngaruhi kualitas hidup 

individu dan kelharmonisan kelluarga. 

Nelgara me lmiliki ke lwlajiblan blelrdasarkan konstitusi dan hukum untuk 

melnghormati, mellindungi, dan me lmelnuhi hak asasi manusia yang me lndasar blagi 

seltiap individu, telrmasuk blagi me lrelka yang tellah kelhilangan kelwlargane lgaraan 

Indonelsia. Kelhilangan kelwlargane lgaraan tidak selcara otomatis me lnghilangkan 

hak-hak melndasar individu dan kelluarganya, selblabl hak asasi manusia ble lrsifat 

univelrsal dan mellelkat seljak lahir. Pada tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28I 

(4), dinyatakan blahwla "pelrlindungan, pelmajuan, pelnelgakan, dan pelmelnuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jaw labl ne lgara, khususnya pelme lrintah. " 

Selme lntara itu, Pasal 28D (4) melnyatakan blahwla "seltiap orang ble lrhak atas status 

kelwlarganelgaraan. " Dua keltelntuan konstitusi ini me lnelgaskan blahw la ne lgara 

harus me lnjamin kelpastian hukum dan pelrlindungan blagi se lmua orang, telrmasuk 

melre lka yang me lngalami pe lrublahan status kelwlargane lgaraan. Sellain itu, Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2006 telntang Ke lwlarganelgaraan Indonelsia melmblelrikan 
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kelrangka kelrja yang jellas dalam melmpe lrole lh dan kelhilangan kelw larganelgaraan, 

selblagai dasar hukum blagi tanggung jawlabl nelgara dalam kontelks ini. 

a) Melnjamin pelrlindungan hukum yang elfelktif 

Pelrlindungan hukum melnjadi fondasi utama agar individu yang kelhilangan 

kelwlarganelgaraan teltap melmiliki aksels telrhadap hak-hak dasarnya. Nelgara 

wlajibl me lnyeldiakan proseldur hukum yang transparan, adil, dan dapat diaksels, 

telrmasuk melkanismel pelngaduan relsmi dan blantuan hukum blagi individu 

yang haknya dilanggar. Ke ltiadaan pelrlindungan hukum akan melnimblulkan 

keltidakpastian dan risiko diskriminasi, misalnya dalam aksels telrhadap 

pelndidikan, pelkelrjaan, dan layanan publlik. Pelrlindungan hukum yang 

melmadai juga me lncelgah telrjadinya tindakan se lwlelnang-wlelnang dari pihak 

manapun yang dapat melrugikan individu dan ke lluarganya. Delngan delmikian, 

ne lgara melmastikan blahwla kelhilangan kelwlarganelgaraan tidak 

melnghilangkan hak-hak dasar yang selcara konstitusional dijamin. 

b) Melnce lgah   kondisi   tanpa   kelwlarganelgaraan   (statellelssnelss) 

Salah satu risiko selrius dari kelhilangan kelwlargane lgaraan adalah telrjadinya 

statellelssnelss, yaitu kondisi dimana selselorang tidak diakui se lblagai wlarga 

ne lgara olelh nelgara manapun. Individu dalam kondisi ini sangat relntan 

telrhadap pellanggaran hak asasi manusia karelna kelhilangan pelrlindungan 

hukum, hak sipil, dan akse ls telrhadap layanan publlik. Nelgara ble lrkelwlajiblan 

melncelgah statellelssne lss me llalui ke lblijakan yang melmungkinkan individu 

melmpe lrolelh atau melmpe lrtahankan kelw largane lgaraan se lcara adil. 

Pelncelgahan ini juga se ljalan delngan prinsip intelrnasional telntang hak-hak 
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dasar manusia yang melnelkankan pelntingnya status hukum yang jellas agar 

seltiap individu dapat me lnikmati hak sipil, elkonomi, sosial, dan politik selcara 

pelnuh. 

c) Melmpelrkuat sistelm administrasi kelpelndudukan dan kelimigrasian 

Sistelm administrasi yang lelmah atau tidak telrintelgrasi dapat melmpe lrbluruk 

dampak kelhilangan ke lwlargane lgaraan, khususnya blagi anggota kelluarga 

yang status kelwlarganelgaraannya telrkait delngan individu yang kelhilangan 

kelwlarganelgaraan. Nelgara wlajibl melmblangun sistelm administrasi yang je llas, 

telrstruktur, dan mudah diakse ls, selhingga status hukum seltiap individu dan 

kelluarga dapat dipastikan selcara relsmi. Hal ini juga melncelgah pelmisahan 

kelluarga yang tidak manusiaw li selrta melmastikan hak-hak sosial, pelndidikan, 

dan jaminan elkonomi teltap telrlindungi. Pelnguatan sistelm administrasi 

melnjadi sarana pelnting blagi nelgara untuk melnjalankan tanggung jawlabl 

konstitusionalnya dalam mellindungi hak-hak dasar wlarga nelgara dan 

pelnduduk. 

d) Melnjamin hak-hak kelluarga yang telrdampak 

 

Ke lhilangan kelwlargane lgaraan tidak hanya blelrdampak pada individu, teltapi 

juga pada anggota kelluarga, telrutama anak dan pasangan. Nelgara wlajibl  

melmastikan hak anak teltap telrlindungi, telrmasuk hak atas pelndidikan, 

kelselhatan, dan pelrlindungan dari diskriminasi. Pelrlindungan kelluarga juga 

melncakup upaya me lncelgah pelmisahan kelluarga akiblat kelndala administratif 

atau  masalah  kelimigrasian.  Delngan  delmikian,  nelgara  melmpelrhatikan 
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dampak lintas gelnelrasi dari pelrublahan status kelwlarganelgaraan dan 

melmastikan hak-hak kelluarga teltap dijamin selcara hukum dan sosial. 

e) Melnelrapkan kelblijakan blelrblasis hak asasi manusia 

 

Selmua kelblijakan telrkait kelwlarganelgaraan harus blelrlandaskan prinsip 

pelnghormatan telrhadap martablat manusia, keladilan, dan pelrlindungan hak- 

hak dasar. Ke lblijakan yang me lngablaikan aspelk HAM dapat melnimblulkan 

diskriminasi, keltidakadilan, dan telkanan psikologis blelrkelpanjangan blagi 

individu dan kelluarganya. Nelgara wlajibl melmastikan proseldur administratif, 

telrmasuk melkanismel kelhilangan kelw larganelgaraan, dilaksanakan delngan 

melmpe lrtimblangkan dampak sosial, psikologis, dan elkonomi telrhadap 

individu dan kelluarganya. Pelndelkatan blelrblasis HAM melnjamin blahw la 

seltiap kelblijakan administratif teltap melnghormati hak-hak dasar yang 

melle lkat pada manusia. 

Keltiadaan kelwlarganelgaraan, selblagai keltiadaan hak atas 

kelwlarganelgaraan, melrupakan pellanggaran hak asasi manusia selcara 

melnyelluruh. Pelngucilan yang diselngaja telrhadap kellompok orang mana pun 

blelrdasarkan ras, eltnis, blahasa, atau agama melrelka adalah masalah hak asasi 

manusia yang melndasar. BLanyak orang tanpa kelwlarganelgaraan melmulai 

hidup tanpa dokumeln ide lntitas nasional dan tanpa pelrlindungan dari nelgara. 

Delngan delmikian, tanpa kelwlarganelgaraan ble lrarti kelsulitan selumur hidup 

delngan keltidakpastian. Tidak adanya kelselmpatan untuk blelke lrja delmi 

melncari nafkah me lmbluat hidup melrelka selmakin selngsara. Orang tanpa 

kelwlarganelgaraan juga tidak melmiliki akse ls kel selgala blelntuk jaminan sosial, 



51 
 

 

 

 

 

 

hak pelnsiun, atau dukungan lain dari ne lgara. Tanpa ide lntitas nasional yang 

diakui, orang tanpa kelwlarganelgaraan lelblih relntan telrhadap pelrdagangan 

manusia, diskriminasi yang dile lmblagakan, pelngusiran paksa, pelnahanan 

selwlelnang-wle lnang, kelkelrasan, dan blelrblagai pellanggaran hak asasi manusia. 

Tanggung jawlabl  ne lgara tidak hanya blelrsifat administratif selmata, teltapi 

harus dijalankan selcara komprelhe lnsif dan ble lrkelsinamblungan. Nelgara harus 

melnjamin pe lrlindungan hukum, me lncelgah statellelssnelss, melmpelrkuat sistelm 

administrasi, mellindungi hak kelluarga, dan melnelrapkan kelblijakan blelrblasis hak 

asasi manusia. Pelndelkatan holistik ini melmastikan blahw la kelhilangan 

kelwlarganelgaraan tidak melnimblulkan keltidakpastian hukum, pelngablaian hak-hak 

dasar, maupun kelrugian sosial dan psikologis blagi individu dan kelluarganya. 

Delngan delmikian, ne lgara teltap melme lgang pelran selntral dalam melnjamin hak- 

hak dasar seltiap orang teltap dihormati, dilindungi, dan dipe lnuhi, melskipun status 

kelwlarganelgaraannya blelrublah. 

Keltika selselorang tellah melmpelrolelh status kelwlarganelgaraanya kelmblali 

maka, blagi selselorang telrselblut blelrhak atas hak-hak selblagai blelrikut: 

1. BLelrhak atas pelkelrjaan dan pelnghidupan yang layak. 

 

2. BLelrhak untuk hidup selrta blelrhak me lmpelrtahankan hidup. 

 

3. BLelrhak melmblelntuk kelluarga dan mellanjutkan kelturunan mellalui 

pelrkawlinan yang sah. 

4. BLelrhak melnge lmblangkan diri mellalui pelmelnuhan kelblutuhan dasarnya, 

blelrhak melndapat pelndidikan dan melmpelrolelh ilmu pelngeltahuan dan 
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telknologi, selni dan bludaya, delmi melningkatkan kualitas hidupnya dan delmi 

kelseljahtelraan umat. 

5. BLelrhak untuk melmajukan dirinya dalam me lmpelrjuangakan haknya selcara 

kolelktif untuk melmblangun masyarakat, blangsa dan Nelgara. 

6. BLelrhak atas pelngakuan, jaminan, pelrlindungan, dan kelpastian hukum yang 

adil selrta pelrlakuan yang sama dihdapan hukum. 

7. BLelrhak untuk blelkelrja selrta me lndapat imblalan dan pelrlakuan yang adil dan 

layak dalam hublungan kelrja. 

8. BLelrhak me lmpelrolelh kelselmpatan yang sama dalam pelmelrintahan; 

 

9. BLelrhak atas status kelwlarganelgaraan. 

 

10. BLelrhak melme lluk agama dan blelribladat melnurut agamanya, melmilih 

pelndidikan dan pelngajaran, melmilih pelke lrjaan, melmilih kelwlargane lgaraan, 

melmilih telmpat tinggal di w lilayah nelgara dan melninggalkan, selrta blelrhak 

kelmblali. 

11. BLelrhak atas kelblelblasan melyakini kelpelrcayaan, me lnyatakan pikiran dan 

sikap, selsuai delngan hati nuraninya. 

12. BLelrhak atas blelrselrikat, blelrkumpul dan melngelluarkan pelndapat. 

 

13. BLelrhak untuk blelrkomunikasi dan melmpelrole lh informasi untuk 

melngelmblangkan pribladi dan lingkungan sosialnya, selrta blelrhak untuk 

melncari, me lmpelrolelh, me lmiliki, me lnyimpan, melngolah, dan melnyampaikan 

informasi delngan melnggunakan selgala je lnis saluran yang telrseldia. 

14. BLelrhak atas pelrlindungan diri pribladi, ke lluarga, kelhormatan, martablat, dan 

harta ble lnda yang diblawlah kelkuasaannya, selrta blelrhak atas rasa aman dan 
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pelrlindungan dari ancaman keltakutan untuk blelrbluat atau tidak blelrbluat 

selsuatu yang melrupakan hak asasi. 

15. BLelrhak untuk blelblas dari pelnyiksaan atau pelrlakuan yang melrelndahkan 

delrajat martablat manusia dan blelrhak melmpelrlolelh suaka politik dari nelgara 

lain. 

16. BLelrhak hidup se ljahtelra lahir dan blatin, blelrtelmpat tinggal, dan melndapatkan 

lingkungan hidup yang blaik dan se lhat selrta blelrhak me lmpelrolelh pellayanan 

kelselhatan. 

17. BLelrhak melndapat kelmudahan dan pe lrlakuan khusus untuk melmpelrolel h 

kelselmpatan dan manfaat yang sama guna melncapai pelrsamaan dan keladilan. 

18. BLelrhak atas jaminan sosial yang melmungkinkan pelnge lmblangan dirinya 

selcara utuh selblagai manusia yang ble lrmartablat. 

19. BLelrhak melmpunyai hak milik pribladi dan hak milik telrselblut tidak blolelh 

diamblil alih selcara se lwle lnang-wlelnang olelh siapapun. 

20. BLelrhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, kelmelrdelkaan pikiran dan hati 

nurani, ble lragama, dipelrbludak, untuk diakui selblagai pribladi dihadapan 

hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang blelrlaku surut adalah hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keladaan apapun. 

21. BLelrhak dari pelrlakuan yang blelrsifat diskriminatif atas dasar apapun dan 

blelrhak melndapatkan pelrlindungan telrhadap pelrlakuan yang blelrsifat 

diskriminatif. 

22. BLelrhak atas Idelntitas bludaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

sellaras delngan pelrkelmblangan zaman dan pelradablan. 
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23. BLelrhak me lndapat pelndidikan. 

 

24. BLelrhak dan wlajibl  melngikuti pelndidikan dasar dan pelmelrintah wlajib l 

 

melmbliayainya. 

 

25. BLelrhak atas sistelm jaminan social blagi selluruh rakyat dan melmblelrdayakan 

masyarakat yang lelmah dan tidak mampu selsuai delngan martablat 

kelmanusiaan. 

26. Nelgara ble lrtanggungjaw labl atas pelnyeldiaan fasilitas pellayananan kelselhatan 

dan fasilitas pellayanan umum yang layak. 

Telrkait dalam hal ini pada dasarnya nelgara melmblelrikan hak kelpada selluruh 

wlarga nelgara dalam selgala aspelk blidang, keltika selselorang me lndapatkan kelmblali 

status kelwlarganelgaraannya maka sudah blarang telntu hak-hak selblagai wlarga 

ne lgara akan mellelkat dan melngikuti. Hak-hak wlarga nelgara yang diblelrikan olel h 

ne lgara selmata-mata untuk kelpelntingan dan juga kelseljahtelraan wlarga ne lgara, hal 

ini se ljalan delngan tujuan blangsa Indonelsia yang telrtuang didalam Pelmblukaan 

(Prelamb lulel) Undang-Undang Dasar Nelgara Re lpubllik Indonelsia Tahun 1945, 

yang melnyatakan blahw la pelmelrintah nelgara indonelsia mellindungi se lgelnap 

blangsa Indonelsia dan se lluruh tumpah darah Indonelsia dan untuk melmajukan 

kelseljahtelraan umum, melncelrdaskan kelhidupan blangsa dan ikut me llaksanakan 

keltelrtiblan dunia yang ble lrdasarkan kelmelrde lkaan, pelrdamaian abladi dan keladilan 

sosial. Undang-Undang Dasar Nelgara Re lpubllik Indonelsia Tahun1945, 

melrupakan suatu hukum dasar telrtulis (BLasic Lawl) kontitusi pelme lrintahan nelgara 

Relpubllik Indonelsia saat ini. 
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Pelrlindungan hak kelw larganelgaraan melmelrlukan pelnguatan kelrja sama 

antara blelrblagai lelmblaga nelgara, khususnya antara instansi yang blelrfokus pada 

administrasi kelpelndudukan, imigrasi, dan pelrlindungan hak asasi manusia. Tanpa 

adanya kolablorasi yang elfelktif, kelblijakan kelwlarganelgaraan yang tellah 

diteltapkan selcara normatif tidak akan dapat ditelrapkan delngan blaik dalam 

praktik. BLanyak kasus kelhilangan kelw larganelgaraan atau kelmungkinan status 

tidak melmiliki ke lwlargane lgaraan telrjadi akiblat kurangnya intelgrasi data, 

minimnya transparansi proseldur, dan relndahnya pelmahaman peltugas telntang 

standar hak asasi manusia intelrnasional. Olelh karelna itu, pelrblaikan struktur 

kellelmblagaan melnjadi hal yang sangat me lndelsak agar nelgara dapat me lnjamin 

blahwla seltiap individu me lndapatkan kelpastian status hukum yang diatur olel h 

konstitusi. 

Nelgara juga pe lrlu melmpe lrkuat sistelm pe lmulihan hak blagi individu yang 

telrkelna dampak kelhilangan kelwlarganelgaraan. Sistelm ini harus celpat, mudah 

diaksels, dan tidak me lmblelblani individu delngan syarat yang tidak wlajar. 

Pelmulihan hak tidak hanya selkadar pelnge lmblalian status kelwlarganelgaraan, teltapi 

juga harus me lncakup pelmulihan hak sosial, elkonomi, dan sipil yang hilang 

sellama pelriodel tanpa kelwlargane lgaraan. Delngan cara ini, ne lgara blisa 

melmastikan blahwla pelmulihan kelwlarganelgaraan blelnar-blelnar melngelmblalikan 

martablat dan keldudukan hukum individu selsuai delngan prinsip hak asasi manusia 

yang ble lrsifat univelrsal. 

Pelrkelmblangan dinamika globlal melnunjukkan blahwla pelrsoalan 

kelwlarganelgaraan  tidak  blisa  dianggap  hanya  selblagai  isu  dalam  nelgelri. 
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Pelrgelrakan manusia antar nelgara, pelrkawlinan campuran, dan migrasi untuk 

melncari nafkah melnciptakan keladaan blaru yang melme lrlukan pe lnyelsuaian 

kelblijakan ne lgara. Indonelsia harus dapat melrelspon pelrublahan ini delngan 

langkah-langkah hukum yang inovatif dan fle lksible ll, telrmasuk delngan 

melnye lsuaikan diri delngan konvelnsi intelrnasional telrkait kelwlargane lgaraan dan 

pelrlindungan blagi orang-orang yang tidak melmiliki kelw larganelgaraan. 

Pelnye lsuaian kelblijakan ini sangat pelnting agar nelgara tidak telrtinggal dalam 

mellindungi hak asasi manusia dan melnjalankan kelwlajiblan intelrnasionalnya. 

Sellain itu, nelgara harus melnciptakan sistelm pelnce lgahan untuk melnce lgah 

kondisi tanpa kelwlarganelgaraan yang blelrblasis telknologi selrta data yang telpat. 

Pelnggunaan telknologi untuk digitalisasi data kelpelndudukan dapat melminimalkan 

kelmungkinan hilangnya status kelwlarganelgaraan karelna kelsalahan administratif 

atau kellalaian dalam pelncatatan. Sistelm yang telrintelgrasi akan melmblantu nelgara 

dalam melmantau, melngelnali, se lrta melmblelrikan intelrve lnsi celpat kelpada individu 

atau kelluarga yang blelrpotelnsi kelhilangan kelwlargane lgaraan melrelka. Delngan 

cara ini, nelgara tidak hanya blelrsikap relaktif teltapi juga melngamblil langkah- 

langkah prelvelntif untuk me llindungi seltiap wlarganya dari keltidakpastian status 

hukum. 

Hal yang tidak kalah pelnting, pelmahaman masyarakat melngelnai hak atas 

kelwlarganelgaraan harus dipe lrluas mellalui pelndelkatan sosialisasi yang 

melnyelluruh. BLanyak kasus kelhilangan kelwlarganelgaraan dise lblablkan olelh 

kurangnya pelmahaman masyarakat telntang tata cara, pelmblatasan, dan kelwlajiblan 

hukum yang ble lrkaitan delngan status kelwlarganelgaraan. Melningkatkan litelrasi 
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hukum masyarakat akan me lngurangi risiko pelnyalahgunaan, kelsalahan 

administrasi, atau keltidakpatuhan telrhadap proseldur kelwlarganelgaraan. Delngan 

delmikian, nelgara tidak hanya melme lnuhi tanggung jawlablnya me llalui langkah- 

langkah hukum, teltapi juga melmble lrdayakan masyarakat selblagai sublje lk hukum 

yang aktif. 

Pelnguatan kelblijakan kelw larganelgaraan harus dilihat selblagai invelstasi nelgara 

dalam melmblangun sistelm pelrlindungan hak asasi manusia yang blelrke llanjutan. 

Status kelwlarganelgaraan blukan cuma hublungan hukum antara individu delngan 

ne lgara, teltapi juga me lnjadi syarat utama untuk melmelnuhi hak-hak lainnya selpelrti 

pelndidikan, kelselhatan, pelkelrjaan, dan akse ls keladilan. Olelh karelna itu, nelgara 

melmiliki tanggung jaw labl moral, konstitusional, dan intelrnasional untuk 

melmastikan blahw la seltiap individu telrhindar dari situasi tanpa kelwlarganelgaraan 

dan melndapatkan jaminan pelnuh atas hak dasar yang me llelkat pada dirinya 

selblagai manusia. 

Pelrlu dicatat blahwla pelrlindungan hak atas kelw larganelgaraan adalah blagian 

dari tanggung jaw labl umum ne lgara dalam me lnjamin hak asasi manusia, selpelrti 

yang telrcantum dalam ble lrblagai instrumeln intelrnasional yang melnjadi rujukan 

dunia. Prinsip yang me lnyatakan blahw la seltiap individu melmiliki hak untuk 

melmpe lrolelh kelwlargane lgaraan tellah ditelgaskan dalam Delklarasi Univelrsal Hak 

Asasi Manusia (DUHAM), yang melngakui hal ini se lblagai hak dasar yang tidak 

blole lh dicablut selcara selmelna-melna olelh nelgara manapun. Nelgara-nelgara selpelrti 

Indonelsia yang tellah melngadopsi ble lrblagai instrumeln hak asasi manusia 

intelrnasional harus me lmastikan blahw la hukum nasionalnya sellaras delngan 
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norma-norma intelrnasional telrselblut. Olelh karelna itu, kelselimblangan antara 

undang-undang domelstik dan standar intelrnasional sangat pelnting untuk 

melncelgah telrjadinya situasi tanpa kelwlargane lgaraan, selrta untuk melningkatkan 

lelgitimasi nelgara di antara komunitas globlal. 

Pelran bladan intelrnasional selpelrti Pelrselrikatan BLangsa-BLangsa dan 

khususnya UNHCR sangat krusial untuk melmblantu ne lgara-ne lgara dalam 

melnghindari dan melnanggulangi masalah tanpa kelwlargane lgaraan me llalui 

kelrjasama telknis, dukungan kelblijakan, dan pelmantauan pellaksanaan kelwlajiblan 

ne lgara. Kelrjasama antara pelmelrintah dan lelmblaga intelrnasional selharusnya tidak 

dianggap selblagai intelrvelnsi, teltapi selblagai langkah untuk melmpe lrkuat kapasitas 

ne lgara dalam me lmelnuhi tanggung jawlabl hak asasi manusia selcara elfelktif. 

Kolablorasi ini juga ble lrtujuan me lmastikan blahwla individu yang pelrnah 

kelhilangan kelwlarganelgaraan dapat melngaksels proseldur pelmulihan yang elfelktif, 

adil, selrta ble lblas dari diskriminasi. Delngan sinelrgi ini, nelgara dapat me lnciptakan 

sistelm pelrlindungan yang le lblih manusiawli dan relsponsif telrhadap tantangan 

lrublahan sosial blaik di tingkat dome lstik maupun globlal. 
 

C. Penerapan Undang-Undang Militer Dalam Proses Kehilangan 

Kewarganegaraan WNI Ikut Dinas Militer Asing Tanpa Izin 

Ke ltelrliblatan wlarga nelgara Indonelsia dalam dinas militelr luar nelge lri tanpa 

adanya izin relsmi dari pelmelrintah melnjadi masalah hukum yang diatur selcara 

spelsifik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 melngelnai Telntara 

 

 
 

50 UNHCR, Handbook on Protection of Stateless Persons, yang menegaskan peran organisasi 

intelrnasional dalam melmblantu nelgara melncelgah dan melngurangi statellelssnelss. 
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Nasional Indonesia (UU TNI).51 Undang-undang ini menekankan bahwa baik 

anggota TNI maupun wlarga ne lgara yang ingin blelrgablung delngan militelr asing 

harus telrlelblih dahulu melndapatkan izin dari Prelsideln, me llalui proseldur yang 

diteltapkan olelh pelmelrintah. Aturan ini blelrtujuan untuk mellindungi keldaulatan 

ne lgara, me lnjaga intelgritas milite lr, dan melnelgakkan disiplin nasional, selrta untuk 

lncelgah konflik kelpelntingan yang blisa me lrugikan kelpe lntingan nelgara. 
 

Dalam sistelm pe lrundang-undangan Indonelsia, kelputusan selorang individu 

untuk ikut selrta dalam angkatan blelrse lnjata nelgara lain blukan hanya masalah 

administratif, mellainkan juga dapat dipandang selblagai tindakan yang 

blelrimplikasi hukum dan politik. Ini didasarkan pada prinsip yang telrdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 telntang Pelrtahanan Nelgara, yang 

melnyatakan blahw la se ltiap wlarga nelgara blelrkelwlajiblan untuk mellindungi dan 

lmpe lrtahankan keldaulatan selrta kelrahasiaan pelrtahanan nasional. 
 

Dari selgi hukum, tindakan ini juga rellelvan delngan keltelntuan di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 108 hingga 11354 tentang 

tindakan yang me lmblantu atau me lmblelrikan manfaat blagi kelkuatan asing yang 

dapat melmblahayakan kelamanan nelgara. Melskipun blelrgablung delngan angkatan 

blelrselnjata asing tidak selcara langsung me lnjadikan individu telrselblut selblagai 

pellaku pelngkhianatan, tindakan ini teltap dianggap selblagai blelntuk afiliasi delngan 

lelmblaga asing yang dapat melnye lblablkan ancaman telrhadap keldaulatan Indonelsia. 

 

 

 

51 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 
52 Ibid., Pasal 2 dan Pasal 47. 
53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 
54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 108–113 tentang Pengkhianatan. 
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Dari sudut pandang kelamanan ne lgara, kelputusan selorang WLNI untuk 

blelrgablung delngan angkatan blelrse lnjata asing dapat melnimblulkan risiko 

kelblocoran informasi pelnting. Ke lrahasiaan dalam pelrtahanan adalah aspelk krusial 

dalam melindungi sistem keamanan suatu negara.55 Meskipun seorang individu 

mungkin tidak melmiliki akse ls langsung kel data rahasia, ia teltap melmiliki 

wlawlasan umum me lngelnai meltodel pellatihan, stratelgi, doktrin, atau karaktelristik 

opelrasional dari militelr Indone lsia. 

Dalam kontelks intellije ln saat ini, kelblocoran informasi blisa telrjadi blukan 

hanya mellalui spionasel aktif. Ke lblocoran pasif juga blisa melnjadi ancaman ble lsar 

jika pihak luar dapat me lngelksploitasi oblrolan, pelngalaman di lapangan, atau 

pelngeltahuan umum yang dimiliki olelh individu telrselblut. Olelh karelna itu, 

kelikutselrtaan selorang WLNI se lpelrti Satria Arta Kumblara dalam militelr asing 

dilihat dari sisi potelnsi ancaman, blukan se lmata-mata ble lrdasarkan niat individu 

telrselblut. 

Potelnsi ancaman ini selmakin dipelrkuat olelh doktrin kontraintellije ln 

militelr yang melnyatakan blahwla seltiap pelrsonell yang pelrnah melngikuti pellatihan 

atau melmiliki pelmahaman dasar telntang struktur pelrtahanan suatu ne lgara 

melmiliki nilai stratelgis di mata milite lr asing. Delngan delmikian, hukum militelr 

Indonelsia blelrke lwlajiblan untuk me lngelvaluasi apakah tindakan telrselblut dapat 

melngancam kelamanan nelgara. 

Ke ltika selorang wlarga nelgara blelrsumpah seltia kelpada militelr nelgara lain, muncul 

potelnsi konflik keltika ke lpelntingan keldua nelgara ble lrtelntangan. Sellain konflik 

 

55 Siswanto, “Keamanan Nasional dalam Perspektif Pertahanan Modern,” Jurnal Pertahanan, 

Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 44. 
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loyalitas, telrdapat pula risiko pelnyelblaran doktrin asing. Doktrin militelr suatu 

ne lgara sellalu melngandung nilai-nilai stratelgis dan orielntasi politik telrtelntu. 

Ke ltika selselorang kelmblali kel Indonelsia seltellah melnjalani dinas di milite lr asing, 

ia ble lrpotelnsi melmblawla orielntasi blaru yang dapat melme lngaruhi lingkungan 

sosial atau blahkan dimanfaatkan selblagai instrumelntasi ke lpelntingan nelgara 

asing.56 

Hukum Pidana Milite lr me lrupakan suatu aturan hukum yang dible lrlakukan 

khusus untuk orang-orang yang blelrada diblaw lah nama blelsar “Telntara Nasional 

Indonelsia”, yaitu hukum yang me lngatur pellanggaran-pellanggaran atau keljahatan 

militelr telrhadap kaidah-kaidah hukum militelr olelh selorang militelr, yang telrkait 

dalam Hukum Pidana dimana suatu tindakan pada telmpat, wlaktu dan keladaan 

telrtelntu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam delngan pidana olel  h 

Undang-undang, blelrsifat me llawlan hukum, selrta delngan kelsalahan, dan dilakuan 

oleh anggota militer57. 

Dalam Kitabl Undang-Undang Hukum Pidana Militelr (KUHPM), tindakan delselrsi 

dianggap selblagai salah satu pellanggaran yang paling selrius karelna 

melncelrminkan: 

1. Ke ltidakpatuhan anggota militelr 

 

2. Pelngingkaran telrhadap sumpah yang diucapkan 

 

3. BLahaya blagi kelelfe lktifan kelsatuan 

 

Adapun tindakan satria me lmelnuhi kritelria delselrsi karelna: 
 

 

56 Hendra Nurhadi, “Pengaruh Doktrin Militer Asing terhadap Stabilitas Ideologi Nasional,” 

Jurnal Kajian Stratelgis, 2020. 
57 E.Y. Kanter, S.H, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Almuni AHM-PTHM, Jakarta 

L l l l 

2018, hal 26. 
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1. Melninggalkan kelsatuan tanpa izin yang sah 

 

2. Tidak kelmblali seltellah me lnelrima panggilan 

 

3. Tidak me lnyampaikan laporan melnge lnai situasi 

 

Sanksinya me lliputi: Pelnjara, Pelmelcatan dari dinas, Melnghilangnya hak-hak 

kelprajuritan. Prosels ini tellah dilaksanakan selpelnuhnya olelh Oditurat Militelr dan 

Pelngadilan Milite lr, selhingga dari pelrspelktif hukum militelr, kasus intelrnal TNI 

tellah tuntas diprosels. 

Melnurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Telntara Nasional Indone lsia 

(TNI) selblagai alat pelrtahanan Nelgara Ke lsatuan Relpubllik Indonelsia me lmpunyai 

tugas untuk mellaksanakan kelblijaksanan pelrtahanan ne lgara untuk melne lgakkan 

keldaulatan ne lgara, me lmpelrtahankan kelutuhan wlilayah dan mellindungi 

kelsellamatan blangsa, melnjalankan opelrasi militelr untuk pelrang dan opelrasi 

militelr sellain pelrang se lrat ikut aktif dalam tugas pelmelliharaan pelrdamaian 

lgional dan intelrnasional . 

 

Pasal 47 UU TNI selcara jellas melnyatakan blahwla seltiap individu yang 

telrliblat dalam dinas militelr asing tanpa melndapatkan izin dari Prelsideln dapat 

melnghadapi sanksi administratif dan hukum, telrmasuk kelmungkinan kelhilangan 

kelwlarganelgaraan. Pasal ini melmblelrikan landasan hukum blagi pelme lrintah untuk 

melngamblil tindakan telgas telrhadap pellanggaran. Pellaksanaan pasal ini tidak 

hanya se lkadar proseldur bliasa, teltapi melncakup langkah-langkah hukum yang 

telrstruktur, mulai dari pelngide lntifikasian pellanggaran hingga pelmblelrian 

kelputusan relsmi. Pelme lrintah, mellalui TNI dan Kelmelntelrian Hukum dan HAM, 

 
 

58 Moelljatno, Asas-asas Hukum Pidana Militelr, PT Rinelka Cipta, Jakarta 2013, hlm 3. 
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melmiliki tugas untuk melmvelrifikasi status kelwlargane lgaraan, me lmastikan adanya 

partisipasi dalam milite lr asing, selrta melngelvaluasi adanya pellanggaran selrius 

lrhadap hukum militelr. 
 

Pelnelrapan UU TNI dalam hal ini melne lkankan dua fungsi utama yaitu 

pelncelgahan dan pelnelgakan hukum. Fungsi pelncelgahan telrlihat dari kelwlajiblan 

untuk me lndapatkan izin se lble llum blelrgablung delngan militelr asing, yang 

melmungkinkan pe lmelrintah untuk melnilai kelmungkinan risiko telrhadap 

kelpelntingan ne lgara. Fungsi pelnelgakan hukum telrcelrmin dari akiblat hukum yang 

dihadapi olelh melrelka yang mellanggar keltelntuan, selpe lrti sanksi administratif, 

tindakan hukum, dan dalam beberapa kasus, kehilangan kewarganegaraan.60 

Delngan delmikian, UU TNI tidak hanya blelrfungsi selblagai pelraturan intelrnal 

untuk milite lr, teltapi juga selblagai alat hukum yang ble lrdampak langsung pada 

status sipil individu. 

Pellaksanaan UU TNI telrkait kelhilangan kelwlarganelgaraan diatur lelblih lanjut 

dalam pelraturan pellaksana, telrmasuk Pelraturan Pelmelrintah Nomor 12 Tahun 

2022 mengenai Pelaksanaan UU Kewarganegaraan.61 Proses ini terdiri dari 

blelble lrapa langkah: 

1. Idelntifikasi telrhadap wlarga nelgara yang diduga telrliblat delngan militelr asing 

 

2. Melmvelrifikasi blukti partisipasi mellalui dokumeln relsmi, data dari keldutaan 

atau lelmblaga intelrnasional, selrta konfirmasi dari TNI 

 

 
59 A. Firmansyah, Koordinasi Pemerintah dalam Penegakan Hukum Militer (Bandung: 

l l l  l l L 

Alfablelta, 2020), hlm. 57–60. 
60 N. Sutrisno, Hukum Militer Indonesia dan Implementasinya (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 

hlm. 112–115. 
l l l l l l 

61 Undang-Undang TNI, Pasal 48. 
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3. Pelnilaian hukum untuk melne lntukan apakah tindakan telrselblut telrgolong 

pellanggaran blelrat 

4. Pelnelrblitan kelputusan relsmi olelh Me lntelri Hukum dan HAM me lngelnai 

pelncablutan kelw larganelgaraan. 

Prosels ini me lnunjukkan blahwla pellaksanaan UU TNI dilakukan selcara 

sistelmatis dan ble lrblasis blukti, tanpa sifat selme lna-melna. 

UU TNI melnelkankan blahwla izin relsmi dari Prelsideln adalah syarat yang tidak 

blisa digantikan untuk keltelrliblatan WLNI dalam militelr asing. Keltelntuan ini sangat 

pelnting dalam prosels hukum, karelna tanpa adanya izin, tindakan selorang WLNI 

otomatis dianggap selblagai pellanggaran telrhadap hukum militelr. Dalam 

praktiknya, hal ini melme lrlukan ke lrja sama antara Prelsideln, TNI, dan 

kelmelntelrian telrkait, selhingga kelputusan yang diamblil me lmiliki dasar hukum 

yang kuat. Keltiadaan izin juga melnggarisblaw lahi blahwla UU TNI melngutamakan 

kelpelntingan nelgara di atas hak-hak individu, melskipun hak-hak w larga nelgara 

teltap telrjamin dalam proseldur hukum yang relsmi. Dalam pandangan hukum, 

pelnelrapan Undang-Undang Telntara Nasional Indonelsia melnge lnai kelhilangan 

lwlarganelgaraan melnelkankan pada prinsip kelpastian hukum dan lelgalitas. 
 

Seltiap kelputusan harus ble lrlandaskan pada pelraturan yang jellas, blukti yang 

sah, selrta prosels administratif yang telrbluka. Mahkamah Konstitusi Re lpubllik 

Indonelsia dalam ble lble lrapa putusannya me lnelgaskan blahw la pelnghapusan 

kelwlarganelgaraan pelrlu dilakukan mellalui proseldur relsmi yang me lmastikan hak 

wlarga nelgara untuk melngajukan kelblelratan atau blanding. Ini melnunjukkan 

 
 

62 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 96/PUU-XVII/2019. 
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blahwla wlalaupun Undang-Undang TNI me lmblelrikan kelkuasaan ble lsar kelpada 

pelmelrintah, pellaksanaannya teltap harus me lnghormati prinsip-prinsip hukum 

dasar. 

Pelndalaman lelblih lanjut telrhadap pelnelrapan Undang-Undang TNI juga 

melnyoroti ciri khas hukum militelr di Indonelsia yang lelblih me lngutamakan 

lpelntingan nelgara dan disiplin milite lr. Dalam hal ini, tindakan se lorang WLarga 

Nelgara Indonelsia yang ble lrgablung delngan dinas militelr dari nelgara lain tanpa 

izin tidak hanya dianggap selblagai pellanggaran administratif, tapi juga dipandang 

selblagai ancaman telrhadap keldaulatan nelgara dan neltralitas militelr. Olelh karelna 

itu, pelne lrapan Undang-Undang TNI dalam situasi ini melmblutuhkan kelrjasama 

yang elrat antara TNI, Kelmelntelrian Pelrtahanan, dan Kelme lntelrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia untuk melnjamin blahwla sanksi yang dible lrikan selsuai delngan 

aturan hukum, proporsional, dan dapat dipelrtanggungjawlablkan. Sellain dari selgi 

hukum yang relsmi, undang-undang  TNI juga melnelkankan pelntingnya 

lndelkatan pelncelgahan mellalui pelndidikan dan sosialisasi. 
 

Pelme lrintah se lcara rutin mellaksanakan kampanye l dan melmblelrikan 

pelnjellasan kelpada masyarakat telntang larangan blelrgablung delngan militelr asing 

tanpa izin dan konselkuelnsi hukum yang mungkin ditimblulkan. Ini melnunjukkan 

blahwla pellaksanaan undang-undang TNI tidak hanya blelrsifat melnelkan, teltapi 

juga blelrtujuan untuk me lncelgah telrjadinya pellanggaran, selhingga masyarakat 

sadar akan blatasan hukum yang ada. 

 
 

63 N. Sutrisno, Hukum Militer Indonesia dan Implementasinya, hlm. 119–122. 
64 Kementerian Pertahanan RI, Pedoman Sosialisasi UU TNI bagi W arga Negara, Jakarta, 

2021. 
l l l l l l L l 
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Pelnelrapan Undang-Undang Militelr (UU TNI) telrhadap wlarga nelgara 

Indonelsia yang telrliblat delngan militelr asing tanpa izin dapat dipahami selblagai 

suatu sistelm hukum yang telrorganisir, blelrdasarkan blukti, selrta melnggablungkan 

sisi pelncelgahan dan pelnelgakan hukum. UU TNI melmblelrikan landasan hukum 

yang telgas blagi pelmelrintah untuk melnelgakkan disiplin di kalangan milite lr 

selkaligus melnjaga keldaulatan nelgara, samblil teltap melmpe lrhatikan prinsip- 

prinsip hak asasi manusia dan kelpastian hukum blagi wlarga nelgara. Pelne lrapan 

yang se lsuai dan konsisteln dari undang-undang ini melmastikan blahwla se ltiap 

pellanggaran telrhadap keltelntuan milite lr akan dikelnakan sanksi yang proporsional, 

telrmasuk risiko blelrat ble lrupa pelncablutan kelw largane lgaraan, jika melmelnuhi 

syarat yang tellah diteltapkan. 

Kasus Satria Arta Kumblara melnjadi pelrhatian karelna posisinya selblagai 

mantan anggota Marinir yang kelmudian telrliblat dalam opelrasi milite lr nelgara 

asing. TNI selcara telgas melnyatakan blahwla Satria blukan lagi blagian dari TNI 

seltellah dinyatakan blelrsalah me llakukan delselrsi olelh Pelngadilan Militelr. 

Pelme lcatan me llalui putusan pelngadilan me lnunjukkan blahwla TNI me lnggunakan 

melkanismel disiplin intelrnal se lsuai KUHPM untuk melnelgakkan aturan blahw la 

prajurit wlajibl ble lrada dalam pelngaw lasan komando dan tidak dapat melninggalkan 

kelsatuan tanpa izin. Delngan status pelme lcatan telrselblut, TNI melne lgaskan blahwla 

selluruh tindakan Satria seltellah kelluar dari kelsatuan tidak lagi melnjadi tanggung 

jaw labl institusi militelr, telrmasuk keltelrliblatannya dalam opelrasi Rusia. Sikap ini 

melnelmpatkan TNI selcara proporsional pada kelrangka hukum blahwla prajurit 
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yang sudah diblelrhelntikan delngan tidak hormat tidak melmiliki hak, kelw lajiblan, 

atau pelrlindungan selblagai anggota militelr Nelgara Relpubllik Indone lsia. 

Undang-Undang Kelwlarganelgaraan No. 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf D 

selcara telgas melnyatakan blahwla WLNI kelhilangan kelwlarganelgaraan apablila 

“masuk dalam dinas telntara asing tanpa izin Prelside ln”. Dalam kontelks ini, 

tindakan Satria me lnjadi ble lrmasalah karelna keltelrliblatannya dalam pasukan 

militelr Rusia dilakukan tanpa izin Prelsideln Relpubllik Indonelsia, yang me lrupakan 

syarat mutlak apablila selorang WLNI helndak blelrgablung dalam angkatan pelrang 

ne lgara lain. Ke ltelntuan ini dirancang untuk melnjaga ke ldaulatan ne lgara selrta 

melncelgah konflik kelpelntingan kelamanan nasional. Karelna Satria tidak 

melme lnuhi syarat izin telrselblut, maka nelgara melmandang blahw la dirinya tellah 

mellakukan pelrbluatan yang telrmasuk katelgori kelhilangan ke lwlargane lgaraan 

selcara otomatis (automatic loss) melnurut UU 12/2006. Fakta ini me lmpelrkuat 

posisi hukum blahwla nelgara tidak blelrkelw lajiblan melmble lri pelrlindungan 

diplomatik kelpada yang blelrsangkutan se ltellah status kelwlarganelgaraannya hilang. 

Relspons hukum milite lr telrhadap tindakan selpelrti yang dilakukan olelh Satria 

Arta Kumblara melliputi pelmelriksaan administrasi, pelnyellidikan intellijeln, selrta 

kelmungkinan pelnelrapan hukum pidana. Pelmelriksaan administrasi ble lrtujuan 

untuk melmve lrifikasi status kelwlarganelgaraan, motivasi, dan keltelrliblatannya 

dalam militer dari negara lain.65 

Pelnye llidikan intellijeln dilakukan untuk melngelvaluasi potelnsi ancaman 

telrhadap kelamanan ne lgara, telrmasuk pelrtanyaan apakah individu telrselblut pelrnah 

 
 

65 Peraturan Panglima TNI No. 23/2015 tentang Pemeriksaan Administratif Personel. 
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melngakse ls informasi selnsitif, melngikuti program pellatihan stratelgis, atau 

melmiliki  hublungan  delngan  organisasi  militelr  luar  nelgelri  yang  melmiliki 

ltelrkaitan selnsitif delngan Indonelsia. 
 

Apablila ditelmukan adanya pellanggaran hukum, aparat pelmelrintah dapat 

melnelrapkan keltelntuan dalam KUHP maupun undang-undang lainnya yang 

relle lvan. BLahkan jika tidak ada indikasi tindakan pidana, nelgara masih blisa 

melngamblil langkah-langkah pelncelgahan selpelrti melmblatasi akse ls kel fasilitas 

militelr, me lmantau aktivitas, atau mellakukan tindakan administratif lain yang 

dianggap perlu untuk menjaga keamanan nasional.67 

Kelikutselrtaan Satria dalam pasukan Rusia melmiliki dua konselkuelnsi hukum 

selkaligus. Pelrtama, dari aspe lk milite lr, ia dipelcat karelna delselrsi, selhingga selcara 

intelrnal ia telrputus dari hublungan hukum delngan TNI. Keldua, dari aspe lk 

kelwlarganelgaraan, tindakannya melmelnuhi unsur Pasal 23 huruf D UU 12/2006, 

selhingga ne lgara blelrwlelnang melnyatakan ia tidak lagi blelrstatus WLNI. Hal ini 

dipelrkuat delngan sikap pelme lrintah mellalui Ke lmelntelrian Pelrtahanan yang 

melngimblau masyarakat untuk tidak melngikuti jeljak Satria se lblagai blelntuk 

pelnelgasan blahwla tindakan telrselblut blelrtelntangan delngan kelpelntingan nasional. 

Delngan delmikian, kasus Satria melnunjukkan blahw la tindakan militelr individu 

dapat blelrimplikasi langsung telrhadap status wlarga nelgara karelna keltelrliblatan 

dalam angkatan ble lrselnjata asing melrupakan isu yang melnyangkut kelamanan 

ne lgara, blukan selkadar pilihan pelkelrjaan. 

 

 
 

66 Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), Pedoman Kontraintelijen, 2018. 
67 J. Soedarmo, Hukum Keamanan Nasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 103. 



 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

1. Pelngaturan hukum melngelnai kelhilangan kelwlargane lgaraan blagi WLarga 

Nelgara Indonelsia yang blelrgablung delngan militelr asing tanpa izin Prelsideln 

tellah diatur selcara telgas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

telntang Kelwlarganelgaraan Relpubllik Indonelsia, khususnya Pasal 23 huruf D. 

Ke ltelntuan telrselblut melnyatakan blahwla tindakan masuk melnjadi anggota 

angkatan blelrselnjata ne lgara lain tanpa izin Prelsideln me lrupakan pelristiwla 

hukum yang me lnyelblablkan hilangnya kelwlarganelgaraan. Melskipun 

kelhilangan kelwlargane lgaraan telrselblut blelrsifat otomatis se lcara normatif, 

dalam praktiknya teltap melmblutuhkan prosels administrasi nelgara me llalui 

ve lrifikasi, pelnilaian fakta hukum, dan pelneltapan relsmi olelh Melntelri Hukum 

dan HAM selblellum status telrselblut elfe lktif blelrlaku selcara administratif. 

2. Ke lhilangan kelwlarganelgaraan melmblaw la dampak signifikan telrhadap 

pelmelnuhan hak-hak dasar individu yang blelrsangkutan maupun kelluarganya. 

Individu yang kelhilangan kelwlarganelgaraan akan kelhilangan hak politik, hak 

atas dokumeln kelpe lndudukan, hak atas pelrlindungan diplomatik, selrta aksels 

telrhadap layanan publlik yang hanya diblelrikan kelpada WLNI. Sellain itu, 

kelluarganya, khususnya istri dan anak, dapat telrdampak selcara administratif 

apablila status kelwlarganelgaraan atau dokumeln kelluarga melnjadi tidak 

sinkron. kelhilangan kelwlarganelgaraan tidak hanya blelrdampak pada idelntitas 
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hukum individu, teltapi juga melmpelngaruhi stablilitas administratif dan sosial 

kelluarganya. 

3. Hukum militelr Indonelsia me lmandang kasus Satria Arta Kumblara selblagai 

tindakan yang me lmiliki implikasi selrius telrhadap keldaulatan ne lgara, 

loyalitas pelrtahanan, dan kelrahasiaan stratelgis. WLalaupun tidak selcara 

otomatis dikatelgorikan selblagai pelngkhianatan, tindakan masuk kel milite lr 

asing tanpa izin teltap dipe lrlakukan selblagai potelnsi ancaman telrhadap 

kelamanan nasional, Hal ini melnunjukkan blahw la pelndelkatan hukum militelr 

Indonelsia blelrsifat prelvelntif, konselrvatif, dan me lnge ldelpankan pe lrlindungan 

telrhadap stablilitas pelrtahanan ne lgara. Seltiap tindakan yang melliblatkan 

wlarga nelgara delngan kelkuatan militelr asing harus mellalui melkanismel 

hukum yang keltat delmi melnjamin blahw la kelpelntingan nasional teltap 

melnjadi prioritas. 

B. Saran 

 

1. Pelme lrintah pelrlu melmpelrjellas melkanismel administrasi kelhilangan 

kelwlarganelgaraan agar tidak melnimblulkan ambliguitas antara keltelntuan 

blahwla kelhilangan blelrsifat otomatis delngan kelnyataan blahw la pelneltapannya 

melme lrlukan kelputusan administratif. Peldoman telknis atau SOP yang le lblih 

rinci dipelrlukan untuk me lmastikan ke lselragaman proseldur antarinstansi, 

telrutama Ke lmelntelrian Hukum dan HAM, Kelmelntelrian Luar Nelgelri, 

Dukcapil, dan Imigrasi. 

2. Dipe lrlukan me lkanisme l sosialisasi yang le lblih luas dan eldukatif kelpada TNI 

aktif, WLNI di luar nelgelri, selrta masyarakat umum me lngelnai larangan 



71 
 

 

 

 

 

 

blelrgablung delngan militelr asing tanpa izin Prelsideln. Delngan melningkatnya 

dinamika globlal dan konflik intelrnasional, risiko WLNI telrliblat dalam opelrasi 

militelr asing selmakin blelsar selhingga eldukasi hukum melnjadi pelnting untuk 

melncelgah pellanggaran yang blelrujung pada kelhilangan kelw larganelgaraan. 

3. Pelrlunya koordinasi yang le lblih kuat antara institusi militelr dan administrasi 

sipil dalam me lnangani kasus selrupa. TNI harus me llaporkan selcara relsmi 

seltiap anggota yang mellakukan delselrsi atau diduga blelrgablung delngan 

militelr asing, selhingga prosels hukum kelwlarganelgaraan dapat blelrjalan lelblih 

celpat, akurat, dan selsuai delngan keltelntuan pelrundang-undangan. 
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